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ABSTRACT

ALI HANAN FATAH, 2003, The Readiness Implementation of School Based
Management on Banjamegara Regency: Study of Magister Program in Public
Administration, Magister Program of Diponegoro University.

Keyword : Regulation, Responsibility, Organization, School Based Management.

The purpose of the research in the thesis are for discribing the job performance,
regulation understanding, the level of responsibility, and the condition of
management organization of basic elementary schools in Banjarnegara regency,
besides, for examining the relation between job performance education variable
and regulation understanding variable, the level of responsibility and the
education of management organization in the basic elementary schools in
Banjamegara- regency. The research population werée from 698 schools sample
gained were 106 person. The data of the research were collected by usmg
questioner for all variable and by using indepth interview, and also using
documentation methode for collectmg secondair data. The data analysis used was
the discriptive analysis by using the creteria for quantitatife data and interactife
analysis used for qualitatife data. Based on discriptive analysis it was gained that
most of the .variable of job performance of elementary education, regulation
understanding, the level of responsibility, the level of responsibility and the
condition. of organization and the management of elementary school in
Banjarnegara regency were in the low category.







ABSTRAKSI

ALl HANAN FATAH, 2003, Studi Persiapan Pelaksanaan Manajement
Berbasis Sekolah Di Kapupaten Banjamegara, Program Studi Magister
Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Kata kunci : Regulasi, Responsibilitas Organisasi, Manajement Bebasis Sekolah.

Tujuan penelitian dalam ftesis ini adalah untuk mendiskripsikan kinerja
pendidikan, pemanahaman regulasi, tingkat responsibilitas, serta kondisi
organisasi manajemen sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Banjamegara.
Selain itu untuk menguji keterkaitan variabel kinerja pendidikan dengan variabel
pemahaman regulasi, tingkat responsibilitas, dan kondisi organisasi manajemen
sekolah dasar dan menengah di kaupaten Ban]amegara Pupulasi penehtla ini 698
sekolah dan sampel diambil dari 106 “orang, Data penelitian ini dikumpulkan
dengan menggunakan kuesioner untuk semua variabel dan diperdalam dengan

- menggunakan wawancara mendalam, serta dengan metode dokumentasi untuk

mengumpulkan data skunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis
diskriptif dengan menggunakan - analisis tabel silang .untuk-data kualitatif dan

analisis interaktif digunakan untuk data kualitatif. Berdasarkan analisis diskriptif ‘

diperoleh  variabel kinerja  pendidikan, pemahaman regulasi, tingkat
responstbilitas, dan kondisi organisasi manajemen sekolah dasar dan menengah di

- Kabupaten Banjarnegara sebagiar besar berada pada kategori rendah. -
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RINGKASAN

ALL HANAN FATAH. Studi Persiapan Penerapan Manajemen Berbasis sekolah di
Kabupaten banjarnegara : Program Studi Magister Administrasi Publik, Pascasarjana
Universitas Diponegoro, 2003.

Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah untuk mendiskripsikan kinerja pendidikan,
pemahaman regulasi, tingkat responsibilitas, serta kondisi organisasi manajemen
sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Banjarnegara. Selain itu unfuk
mendeskripsikan  keterkaitan  variabel kinerja pendidikan dengan variabel
pemahaman regulasi, tingkat responsibilitas, dan kondisi organisasi manajemen
sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Banjarnegara. Populasi penelitian ini
adalah 698 sekolah dan sampel ditentukan 15%, sehingga diperoleh sampel sebesar
80 orang. Data Penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner untuk
semua variabel dan diperbalam dengan menggunakan Indept Interview (Wawancara
mendalam), serta dengan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder.
Instrumeti’ kuesioner telah dujicobakan dan dianalisis validitas serta reliabilitasnya
sangat baik. Analisis data digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan
kriteria. dan pengujian hubungan dengan menggunakan analisis tabel silang untuk
data kuantitatif dan analisis inferaktif digunakan untuk data kualitatif.

Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh vanabel kinerja pendidikan, pemahaman
- regulasi, tingkat responsibilitas, dan kondisi organisasi dan manjemen sekolah dasar
- dan’ sekolah menengah di Kabupaten Banjarnegara sebagian besar berada pada
kategori rendah. Hasil analisis dengan tabel silang variabel pemahaman regulasi,
variabel organisasi dan -manajemen, dan  variabel responsibilitas memiliki

kecenderungan kterkaitan -searah dengan kmerja pend1d1kan sekolah dasar dan

- menégah di Kabupatcn Banjamegara

'Bcrdasarkan hasil penehtlan ini memiliki implikasi yang dengan menun]uk kualitas
kinerja pendidikan berada rendah pada kategori terutama yang berkaitan dengan
aktivitas guru dalam melaksanakan model PAKEM berada pada kategori rendah
yang disebabkan oleh kendala kurikulum yang diberlakukan, maka perlu segera
diadakari - perubahan kurikulum’ yang dapat. menunjang peningkatan kinerja
pendldlkan terutama dalam penerapan Mana_] emen Berbasis Sekolah.Hasil penelitian
ini juga menemukan bahwa aktivitas siswa dalam pelaksanaan model pembelajaran
B_AKEM berada kategori rendah yang menurut hasil penelitian lebih disebabkan oleh
- kebiasaan anak didik supaya menjadi penurut, maka perlu kerjasama dan penyuluban
‘kepada orangtua murid mengenai proses pendidikan anak yang demokratis, agar
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dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran model PAKEM. Implikasi lain dari hasil
penelitian lain yang diperoleh dalam penelitian adalah tentang pemahaman regulasi
para penyelenggara pendidikan dan guru-guru berada pada kategori rendah, maka
diperlukan adanya sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan baru tentang otonomi
pendidikan dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan atau penataran-penataran
yang berkaitan dengan Manajemen Berbasis Sekolah dan hal-hal lain yang berkaitan
dengan otonomi di bidang pendidikan. Organisasi manajemen pendidikan yang terdiri
dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pendanaan dan keterlibatan
masyarakat yang masih berada pada kategori rendah, maka perlu adanya peningkatan
sarana dan prasarana, serta perlu ada penyuluhan pada masyarakat mengenai peran
masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Diakui atau tidak, implementasi Undang - Undang Nomor 22 tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah telah dan akan senantiasa, memicu
perubahan dalam tubuh birokrasi pemerintahan di Indonesia. Apalagi
kemudian ditambah dengan faktor sosial, dimana, masyarakat telah semakin
cerdas, untuk menuntut kerja - kerja state aparatur yang lebih berkualitas,
efektif dan eﬁsien dalam.berbagaiAbidang, tennasuk di dalamnya bidang

pendidikan.
Secara konseptual, wacana, tersebut kemudian dikonstruksi dalam
bentuk good government dan clean governmance. Berbicara dalam konteks
- good governance — sebagai manifesto birokrasi kontemporer, cita ideal
tersebut hanya dapat direalisasikan dengan adaﬁya dukungan yang kuat,
berupa lcuatnya sumber daya dan hubungan sinergis antar institusi birokrasi.
‘ Sepertl kita ketahui, paradigma good governance menekankan arti pentmg
kesejajaran hubungan ' antara institusi negara dengan masya:akat. Selama,
relasi antar lembaga masih bersifat politis sub ordinatif, bisa dipastikan akan
tercipta stagnas1 - fungsi lembaga, yang -fberuju‘ng pada lemahnya

pemberdayaan rakyat secara umum.

! Rochman Achwan, Good Govemance, Manifesto Politik Abad ke - 21, Artikel pada HARIAN
KOMPAS, Hari Rabu, Tanggal 28 Juni 2000 hal 39. - ‘
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Arti good dalam good governmance sendin mengandung dua
pengertian, pertama nilai - nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau
kehendak rakyat dan nilai - nilai yang dapat meningkatkan kemampuan
rakyat dalam pencapaian tujuan nasional. Sedangkan pengertian kedua
adalah aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam
melaksanakan tugasnya guna mencapai fujuan tersebut. Berdasar pengertian
ini, good governance, berorientasi pada ; pertama : orientasi ideal negara
yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, kedua, pemerintahan yang
berfungsi secara ideal dalam mencapai tujuan dan cita nasional.?

Jika kita gagas dalam wilayah birokrasi pemerintahan, realisasi dari
konsep good governance tentunya bisa dicapai dengan mengoptimalkan
kineija para peIaku birokrasi. Tanpa didukung oleh te;naga yang berkualitas,
bisa dipastikan birokrasi pemeﬁntahan tidak akan dapat menjalankan

' .fungsihya. secara -maksi_mal, di tengah tuntutan probl'eniatika rakyat yang
_ semakm multlkompleks

Jika kita anahsls 1mp1ement351 UU Nomor 22 tahun 1999 PP

Nomor 25 tahun 2000 dan konsep School Based Management khususnya

-bxdang pendldlkan sendiri masih menylsakan berbagai persoalan Perubahan

" 2 Lembaga Adminisirasi Negara dan BPKP Modul Akuntabilitas dan Good Govemance, tahun
hal 6

Sepertl kita ketahui, pada sai berkuasa orde baru, birokrasi Indonesia telah mengalami
pembusukan yang amat parah. Birokrasi tidak lagi bergerak pada wilayah netral melayani dan
memberdayakan masyarakat namun justru menjadi alat dan buldozer politik (bersama ABRI)

‘untuk kepentingan regim penguasa Monoloyalitas pada Golkar oleh pegawai negeri jelas

menjadi awal bagi kehancuran birokrasi, dimana rekruitmen tidak didasar aspek profesionalisme
kerja, mamun justru berangkat dari perumbanoan politik memperiahankan kekuasaan, Kolusi,

: korup31 dan nepotisme merupakan implikasi rii dad paradigma kekuasaan birokrasi Indonesia.




paradigma boleh dan dapat terjadi dalam penyelenggaraan Tata Usaha
Negara, tetapi perubahan itu harus dilaksanakan dengan konsep yang jelas,
dengan kerangka waktu yang cukup dengan perhitungan akan konsekuensi
dan resiko yang jelas. Mengubah paradigma pemerintahan daerah dengan
asas desentralisasi, dekonsentrasi, medebewind, serta Vrij Bestuur yang
sudah berlaku sclama lebih dari 50 tahun, teutﬁ tidak seperti membalik
telapak tangan saja. Apalagi semua pedomannya belum selesai dikerjakan
persektor atau departemen.

Berkenaan dengan keb_eradaan UU Nomor 22 tahun 1999, PP
Nomor 25 tahun 2000 dan konsep Schoo! Based Mc;nagement slendiri ada
beberapa pihak yang menyatakan sebagai produk yang tergesa-gesa bleﬁ
pemerintahan Habibie, yang oleh pengamat dikatakan sebagai upaya

memngkatkan dukungan politik pada waktu itu.*

Lebih jauh dikatakan bahwa ketidaksiapan perangkat operasionél di

tingkat bawah (misalnya Peraturan Pemerintah dll.) dalam kebijakan

* otonomi daerah m_émbawa Vimplikasi serius pada terseok—éedlgnya

implementasi kebijakan otonomi daerah ini. Oleh karena kondisi ketergesa—

"gesaan ini, bebérapa pertanyaan pokok ‘dalam otonomi daerah dan

implikasinya tidak terjawab secara tuntas, misalnya:

1. Apakah secara ilmiah konsep otoﬂomi daerah sama dengan desfentraliéasi
daerah atau abakah konsep otonomi pendidikan sama dengan

desentralisasi pendidikan 7




2. Apakah otonomi daerah bagian dari desentralisasi daerah, atau justru
desentralisasi bagian dari otonomi daerah ?

3. Apakah konsekuensi dan implikasi lebih jauh dari adopsi konsep
otonomi daerah itu di bidang pendidkan ?

4, Apakah konsekuensi dan implikasi lebih jauh dari konsep desentralisasi
daerah itu di bidang pendidikan ?

Sederet pertanyaan elementer tersebut belum dapat terjawab secara
tuntas. Namun terlepas dari hal tersebut, otonomi daerah setidaknya telah
menjadi titik harapan baru bagi pembukaan diskursus dan sekaligus praktek
birokrasi yaﬁg mengandung paradigma baru, yakni paradigma yang lebih
berorientasi padar pemerintahan desentralistik. Selanjutnya Muhammad
Adnan’ (da]am 'S_r.ni'th, Turner dan Huime}s meng;un-gka[')_ adanya enam
manfaat dan. keunfungan desentralisasi demokratik, yakni :

[ pendidik-éﬁ_ _poﬁt-ik,r mcﬁgajafkan kepada masyarakat dan - penduduk
tentang peran debgt politk, penyaringan anggota dewgm. perwakilan
rakyat dan _‘ha-lft‘e-__kat -lgebﬁél;aﬁ, pereucauaan dan pcﬁgax;ggaran dalam "
demokrasn | -

2. traznmg kepemrmpman politik, menc1ptakan persemalan bagl prospcktus
pernimpin politik untuk mengembangkan kemaluran dalam pementuan
kebijakan,‘qpefrasi dan ‘anggémn partai poiitik, yéng akan memberikan.

asil meningkémya kualitas politisi nasional

4 Téquh Yuwono (Editor), Mana_;emen 0tonom; Daerah Berdasar Paradlgma Baru, Dxponegoro
University, Semarang, 2001 hal 20 -21
. ¥ Idem hal 35 - 36




. stabilitas politik, yang terpelihara dengan partisipasi dalam politik

formal, melalui pemilu dan kegiatan. lainnya, sehingga memperkuat
kepercayaan kepada pernerintah dan. menciptakan harmoni sosial serta
spirit pada masyarakat. Hal ini juga berkait dengan terciptanya
mekanisme yang bisa mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi

perubahan sosial dan ekonomi sebagai implikasi dari pembangunan.

. ekualitas politik, meningkatnya partisipasi politik akan mengurangi

kemungkinan konsentrasi kekuasaan. Kekuasaan politik _akén
terdistribusi secara luas sehingga menciptakan mekanisme desentralisasi

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan kurang beruntung.

. akuntabilitas, vang meningkat karepa anggota DPRD memiliki akses

yang lebih  dekat kepada rakyat sehingga lebih mudah meminta

pertanggungjawaban baik kebijakan maupun hasﬂnya' dibandingkan

dengan pemimpin politik nasional.

. respon pemerintah dapat diperbaiki karena anggota DPRD berada di

térﬂpat paling paS ‘untuk mengetahui pésti kebutuhan daerah

sesunggilhi;&a dan bagaimana dapat mewujudkannya dalam cara yang

" -paling efektif

Lebih jauh Turner berpendapat bahwa keenam manfkat di atas

masih dapat ditambah lagi dengan lima manfaat lainnya, yaitu :

- 1. perencanaan khusus secara lokal akan lebih mudah dilaksanakan dengan

menggunakan infomiasi terkini ddn detail yang hanya tersedia di tingkat

iokal (focally specific plans)




2. koordinasi antar organisasi dapat dilakukan pada level daerah (infer
organizational coordination)

3. eksperimentasi dan inovasi vang didorong oleh desentralisasi akan
meningkatkan peluang strategi pembangunan yang lebih efektif
(experimentation and innovation)

4, motivasi personel di daerah akan méningkat seiring dengan
tanggungjawab yang dimiliki untuk mengembangkan program yang akan
mereka kelola (motivation offield - level personel)

5. pengurangan beban pekerjaan pada, agen atan kantor cabang
pemerintahaﬁ pusat di daerah .akan melepaskan mereka dari rutinitas
pengambilah keputusan dan mernberi mereka waktu yang lebih untuk
menentukan isu - isu strategis Sfahg akan Inemperbaﬂ(i kualitas
kebijakan.

Paparan di atss menunjuklan betapa kebijakan désentralisasi akan
membawa implikasi yang sedemikian signifikan dan luas.terhadap berbagai
peréoaién f-uﬂ'gsi"birékrasi .pemenﬁfahén aparat pelaks'aﬁadan out puf yang

dihasilkan oleh proses tersebut. Imphkas1 ini tentu saja texjadlpada berbagal

* bidang kewenangan Salah satu focus bldang kewenangan dalam kajian ini - A'

adalah kewenangan bidang perididikan Eksplorasi wacana, tentunya akan
menJadl asupan berharga dalam memlal kmega bu'ok:raSI pendldlkan sebagm
organisasi pelayanan pubhk setelah dlhnplementasmannya uu Nomor 22
tghun 1999, PP 25 tahun 2000 dan penerapan konsep MBS (manajemen

berbasis sekolah). Seperfi kita pahami bersamd, peningkatan kualitas mutu




layanan tentunya menjadi agenda kedua utama otonomi daerah, jika dilihat
dari perspektif fungsi birokrasi, pun demikian pula di bidang pendidikan.
Terdapat banyak hal yang terkait dengan proses peningkatan kualitas, mutu
layanan bidang pendidikan, diantaranya aspek regulasi, responsibilitas,
serta aspek organisasi dan manajemen (sarana prasarana, keuangan,
kelibatan masyarakat) dari para pelaksana pendi&ikan itu sendiri.

Kualitas mutu layanan sendiri saat ini tengah menjadi isu strategis
di tengah merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi setelah
sekian lama mengalarni disfungsi. Seperti kita ketahui, birokrasi di
Indonesia, hampir selama 30 tahun lebih telah menjadi alat politik para
penguasa, bukan menjadi alat bagi negara untuk memberikan pelayanan
kepada mzisyarakht. I |

Di bidang pendidikan, pelaksanaan otonomi dapat terlihat dari

p.elak“saﬁaan kewenanggn' péndidikan antara pemerintah pusat, propinsi dan

pemerintah Kabupaten - Kota. Dari PP nomor 25 tahun 2000. bidang
pcudidikan dik_ctahi;i ada 10 -(sepuiuh) sub -bidang kewenangan yar_ig
ditangani Pemerintah P_-usa‘t &;n ada 6 (enam) sub bidang Kewenangan yang
ditangaﬁi‘ Propinsi. Sisa" &ai{ 1-67 sub bidang ilcewén.an-gan di bidang

pendidikan inilah kemudian yang ditangani oleh Kabupaten dan Kota,

" Pembagian keweﬁangan tersebut nampak pada tabel berikut:




Tabel: 1

KEWENANGAN BIDANG PENDIDIKAN
ANTARA PEMERITAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROPINSI

NO KEWENANGAN NO KEWENANGAN
PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROPINSI

1 Penetapan standar kompetensi siswa | 1 Penetapan tentang kebijakan tentang
dan warga bekajar serta pengaturan Penerimaan siswa dan mahasiswa

dari masyarakat minoritas,
terbelakang dan/ atau tidak mampu

2 Penetapan standar mata pelajaran 2 ' Penyediaan bantuan pengadaan buku
pokok pelajaran pokok/ modul pendidikan

3 Penetapan syarat perolehan dan untuk taman kanak-kanak pendidikan
penggunaan gelar akademik dasar, pendidikan menengah dan

pendidikan luar sekolah

4 Penetapan pedoman Pembiayaan '

Penyelenggaraan pendidikan _

5 | Penetapan persyaratan pencrimaah 3 Mendukung/ membantu
Perpindahan sertifikat siswa, warga penyelenggaraan pendidikan tinggi
Belajar dan mahasiswa selain pengaturan kurikulum,

6 Penetapan persyaratan pennmtaan/ akreditasi dan pengangkatan tenaga
Zoning; pencarian, akademis -

Pemanfaatan pemindahan,

Penggandaan, system pengamanan

dan kepémilikan benda cagar budaya

serta persyaratan penelitian arkeologi : - - - :

7 Pemanfaatan hasil penelitian 4 Penyelenggaraan museum propinsi,
Arkeologi nasional serta pengolahan suaka peninggalan sejarah,

Museum nasional, galeri nasional, kepurbakalaan, kajian sejarah dan
Pemanfaatan naskah sumber arsip, nilai tradisional serta pengémbangan
dan monumen yang diakui secara bahasa dan budaya- daerah
Intemasional '

4 | Penetapan kalender pendidikandan - [5 - Penyelenggaraan sekolah luar biasa
Jumlah jam belajar efektif setiap - : dan balai pelatihan dan/ atau -

Tahun bagi pendidikan dasar, Penataran guru
Menengah dan luar sekolah ‘

9 | Pengaturan dan pengembangan |6 Perﬁmbangan pembukaan. dan
Pendidikan tinggi, pendidikan jarak Penutupan perguruan tinggi
Jjauh serta pengaturan sekolah . : '

Internasional _ -

10 | Pembinaan dan pengembangan

bahasa dan sastra Indonesia

Suinber :PP Nomor"25 tahun 2000




Implementasi peraturan baru di bidang pendidikan diharapkan
tersebut akan membawa perubahan baru bagi birokrasi pendidikan untuk
mengubah citra dirinya, dan sekaligus mengoptimalkan fungsi elementernya.
Pola hubungan antara peraturan dengan out put itu sendiri dapat dilihat pada

bagan berikut :

Gambar 01
Pola Hubungan Implementasi Undang - Undang Nomor 22 tahun
1999, Variabel Pengaruh dengan Peningkatan Kualitas Mutu
Layanan

IMPLEMENTASI UU
NOMOR 22 TAHUN 1999

Bagﬁri tersebut menunjukkan pola relasi Undang - Undang sebagai
input perubahan dengan variabel isi peraturan dan responsibilitas aparat,

dengan keluaran be’rupa péningkatan kualitas, mutu layanan birokrasi.
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Masyarakat berfungsi sebagai variabel pengaruh lain, sebagai pengguna, dan

sekaligus berfungsi sebagai umpan balik kebijakan. Di bidang pendidikan

khususnya pendidikan dasar dan menengah pelaksanaan otonomi juga
terlihat dari konsistensi pelaksanaan konsep MBS (management berbasis
sekolah) atau School Based Management.

Dengan kata lain, jelas sudah bahwa implementasi Undang Undang

Nomor 22 tahun 1999 bidang pendidikan ini dimaksudkan agar dapat

meningkatkan pelayanan sekolah, karena pelaksanaannya didukung materi

peraturan dan responsibilitas pelaksana pendidikan (das sollen). Namun
kenyataan menunjukkan bahwa di Banjarmegara pelaksanaﬁn keﬁijakan MBS
tersebut masih terbentur pada berbagai persoalan seperti :

1. praktek budaya birokrasi pendidikan yang kurang mendﬁicﬁrig; Hal ini ~
terlihat dari belum ditemukan formula yang pas antara besarnya porsi
kelibatan masyarakat dalam manajemen sekolah dengan 'p-bla dampingan
mstansi (Dinas Pendidikan) yang dulunya bersifat pembinaan dan

Kontral.

2. terbatasnya dana, terlihat - dari minimnya dukungz_m dana ,penéembangan
sekolah,r baik yang berasal dari pemerintah’ maupun p:‘nﬁsi‘pasi
msyarakat. 7

3. prdblem ﬁeraturan pelaksanaan, ya;ng terlibat dan -belum tgrfuangnya :
konsep MBS, selain implikasi penerapan Kebijakeyj otop_bm_i Daerah di |

Bidang Pendidikan di Kabupaten Banjanegara,




I1

4. belum memadainya sarana prasarana terlihat dari sarana dan prasarana di
beberapa sekolah di Kabupaten Banjarnegara yang masih terlihat sangat
kurang memadai.

5. persoalan rendahnya kualitas SDM (baik pengelola maupun tenaga
pendidik) sebagai pelakn kebijakan yang telah dirumuskan, serta

6. kecilnya pelibatan masyarakat dalam manajemen sekolah.

Variabel-variabel di atas senada dengan ungkapan Kaho (1997)
bahwa untuk dapat melaksanakan tugas otonomi dengan sebaik-baiknya ada
beberapa faktor yang pcﬂu mendapat perhatian antara lain: faktor manusia
pelaksana, faktor keuaﬁgan, faktor peralatan dan faktor organisasi dan
manéjemen.

* " Saat ini bisa terlihat “beberapa akses riegatif dari pelaksanaan
kebijakan yang tidak dapat dipahami secara proporsional oleh aparatnya.
Otoriomi pendidikan kemudian dipahal sebagal kenaikan SPP, uang gedung
sekolah favorit, dan sumbangan-sumbangan sekolah lainnya. Rakyat,
éekaﬁpun - harus fncmﬁﬁyr‘ar ‘- BiaYé yalig lebih tinggi, temyata udak
mendapatkan imbalan pelayanan sekolah yang leblh memadai. _ |

Pewacanaan dan sekahgus eksploraSI terhadap problem reguﬂasx

pendidikan dasar m'eneugak pelaksana pendidikan, dan kualitas mutu

layanan pendldlkan merupakan sebualt langkah strategis untuk menemukan

kebekuan terhadap semua persoalan pendidikan yang ada khususnya

pendidikan dasar dan memengah di kabupaten Banjamegam
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Berdasarkan latar belakang seperti telah terpapar di atas, penelitian
yang berisi kaitan Aspek Organisasi Manajemen (Pemahaman Regulasi,
Responsibilitas Pelaksana Pendidikan, SDK pelibatan masyarakat dalam
manajemen sekolah, keuaﬁgan, dan sarana} dengan mutu layanan pendidikan
dalam implementasi pelaksanaan kewenangan bidang pendidikan di
Kabupaten Banjanegara ini kami beri judul : "Otonomi Pendidikan dan
kaitannya dengan Kualitas Pendidikan Dasar Menengah (Studi Kasus
Persiapan Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), di

Kabupaten Banjarnegara".

B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

1. IDENTIFIKASI MASALAH

Masalah pada dasamya thempakan kesenjangan antara kondisi yang
senyatanya (das Sein) depgan- kondisi yang diharapkan (das Solfenj.'
Masalah juga dipahami sebagai I;esenjangan antara sesuatu yang telah ada
dengan sesuatu yang sghamsﬁya;_a;la. Identifikasi masalah merupakan daﬁ’ér

kendala atau hambatan dalam pelaksanaan sesuatu kegiatan. Adapun

| p:erum'usan masalah itu sendiri dimaksudkan untuk mengungképkan pokok -

pokok pikiran secara jelas dan sistematis mengenai hakekat dari suatu

' masalah yang ada guna meinpemiudah proses pemahamannya.
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Prof DR. Winamo Soerachmat® mengemukakan bahwa masalah
adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya.
Masalah ini harus dipandang sebagai suatu rintangan yang mestiharus dilalui
dengan jalan mengatasinya. Masalah dimanifestasikan diri sebagai
tantangan, oleh karena itu, dapat pula dikatakan bahwa problem atau
masalah benar - benar dapat dipermasalahkan, .serta adanya unsur yang
menggerakkan kita untuk mémbahasnya.

Dalam penelitian mi, fokus kajian diarabkan pada kinerja atau
kualitas mutu Jayanan pendidikan dasar dan menengah setelah diterapkannya
Undang‘ -Un&;mg Nomor 22 taﬁun 1999 tentang Pemerintah Daerah di
Kabupaten Bénjamegara. Seperti diketahui, implementasi UU tersebut telah
membawa"ééﬂl;iak, per{lbahaﬁ,‘ Idail'sék'a]jgus “berbagai guguéan persoalz;n,'
demikian pula dalam pelaksanaan 'ke_vsfenangan bidang pendidikan. Adapun

gugusan‘p—erSoaian yang berkait dénéan penelitian ini diantaranya adalah :

a. Aspek Konsepsi dan Kétt_:ljtiiap Hukum

1. Masih banyak PP dari UU No. 22 Tahun 1999 yang belum -

" diterbitkan, = mempersulit daerah  untuk  melaksanakan™

kewenangannya.
2. Terdapat ketentuan yang bertentangan dan membingungkan,
Misalnya- Menurut UU No. 22 Tahun 1999 bidang pendidikan

tentang penanganan aset-aset kantor pendidikan yang tidak terpakai

. 6 ¢ Winamo Soerachmat, Dasar dan Teknik Research Penganiar Metodologi 11miah, CV Tarsfto,
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masih belum jelas. Masih banyak juklak dan juknis yang belum

diterbitkan Misalnya, pedoman kerjasarna antar daerah, kerjasama

daerah dengan propinsi, maupun kerjasama daerah dengan pusat.

Tidak semua daerah mampu menangani kewenangan di luar

kewenangan wajib, sehingga ada urusan yang tidak ditangani oleh

semua tingkatan pemerintah, misalnya hukum rakyat (pasal 11 ayat

2 UU No. 22 Tahun 1999).

b. Aspek Kelembagaan

1.

PP No. 84 Tahun 200 tidak mengatur eselon V yang sangat
diperlukan di daerah. Hilangnya eselon V dikhawatirkan akan
berakibat : (a) mengurangi kualitas pelayanan masyarakat di
kecamatan maupun di kelurahah, dan (b) terpangkasnya jabatan
dalmn jumlah besar. '
Tidak jelas pendefinisian dan persyaratan suatu lembaga menjadi
dinas, badan maupun ke‘mtor‘nrlegmut PP No. 84 Tahugl 2000.

~ Pasal 20 PP no. 84 Tahun 2000 tentang kewenangan Kepala
!t)aefah sebagai jabatan politis periu dipertanyakan, karena
pengembangan kanemya sebagai PNS terhenti di daerah,
perannya sehagai salah situ perékat bangsa sulit berkembz;ng, dan |

menumbuhkan arogansi kedaerahan.

Bandung, 1985




L.
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Banyak instahsi pusat dan propinsi di kabupaten yang belum
menyerahkan P3D-nya, dengan tujuan agar kegiatan yang
dilaksanakan selama ini dapat tetap dipertahankan.

Adanya keraguan dan ketidakjelasan dalam penyerahan
kewenangan serta keterbatasan dalam penyerahan P3D, schingga
ada kemungkinan kebradaan instansi tersebut belum terwadahi.
Penyerahan Kandep dan cabang dinas atas tidak diawali dengan
inventarisasi permasalah dan belum diikuti dengan penyerahan
P3D.

Masih ada perbedaan pandangan atas peruSahan desa menjadi
kelurahan secara otométis diwilayah kota, béik dari segi

kewenangan, sosial, budaya dan lain-lain. AR

c. Aspek Kepegawaian

Kesulitan melakukan relokasi pegawai karena jumlah pegawai
berlebihan dan umumnya berkualifikasi yang hampir sama.

Belum seluruh PNS dan Kandep dan cabang dinas Propinsi Jawa

Tengah dilimpahkan ke Kabupaten/kots, dan yang telah

dilimpahkan SK perubzhan status kepegawaiannya banyak yang
terjadi kekeliruan dan Belu_m diikuti dengan p_engélihaﬂ' dan/atau

penyesuaian statg,_is BAKN. - .
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Jumlah honorer daerah dan guru wiyata bakti yang berlebiban dan
mengabdi cukup lama, namun tidak mungkin diangkat menjadi
PNS.

Belum adanya ketentuan tentang kompensasi maupun jabatan
fungsional bagi PNS yang kehilangan jabatan struktural, dapat

berdampak pada kinerjanya.

d. Aspek Keuangan Daerah

1. Masalah-masalah disekitar DAU, antara lain (a) Tidak jelasnya

kriteria alokasi DAU Yang digunakan.; (b) Sebagian besar DAU,
bahkan seluruhnya saja ada yang kurang, hanya digunékan untuk
'belanjé rutin, khususnya belanja pegawai, (¢) Masih ada dinas/

instansi yang gaji dan tunjangannya dibayar propinsi meialui DAU

" propinsi; (d) Instansi pusat di propinsi dan kabupaten yéng belum

menyerahkan P3D-nya tetap wajib dibiayai dari DAU; (¢) Adanya

pembiayéan instansi yang terlikuidasi secara bertaha-p- clari DAU,

’ memﬁersulit perhitungan dan penyesuaian anggarannya;

. Masalah disekitar DAK, antara lain (a) Belum ada plafon definitif

dana perimbangan dan DAK reboisasi yang jelas sehingga dapat
diperhitungkan dalam anggaran daerah; (b) Jangka waktu DAK

reboisasi diberikan kepada daerah.

. Daerah tidak/ belum meridapat keuﬁtungqn dari pquelolﬁan sumber

daya daerah yang dikelola BUMN.
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4. DPRD dapat menentukan anggaran dan sekwan secara sewenang-
wenang ) pasal 19 butir (g) jo Pasal 29 ayat 5 UU no. 22 Tahun 1999
dapat memberikan beban keuangan yang diluar batas kemampuan
keuangan daerah.

5. Pajak yang dibagi hasilkan ke daerah adalah jenis pajak yang
umumnya kecil bagi daerah, sementara jenis pajak lain yang potensial

tidak dibagi hasilkan, misalnya PPN.

e. Aspek Sarana dan Prasarana
1. . Belum adanya analisis standar kebutuhan sarana) prasarana di
instansi/ wnit keda yang dapat digunakan sébagai pedoman
pengadaan sarana/ przisafaﬁa, E
2. Jumlah sarana/p rasarana yang ada belum sebanding dengan jumiah
pégawai dan beban kerja. |
3. Aset dari instansi pusat dan propinsi belum seluruhnya resmi
 diserahkan ke daerah, ka_ireha, data masih difangéni BPKP, sedangkan
aset yang telah diserahkan kepada daerah belum dapat dimanfaatkan
secara 6pﬁﬁal karena pénggﬁnaannya menunggu penataan"
kelembagaan yang baru. _ _
4, Aﬁdit yang dilakukan BPKP tidak mencakup semua inventans yang
dimiliki instansi terlikuidasi, sehingga masih ada aset yang tidak

diserahkan kepada daerah.
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f. Aspek Keterlibatan Masyarakat
1. Masih rendahnya perhatian masyarakat wuntuk mengawasi
pelaksanaan kekuasaan legislatif untok meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
2. Belum berubahnya pandangan masyarakat fentang tanggungjawab
pelaksanaan pembangunan. Pembangunar; dipandang sebagai tugas

pemerintah, dan bukan tugas masyarakat.

Belum seluruh masyarakat siap melaksanakan otonomi bidang
pendidikan, karena persepsi mereka bahwa otonomi pendidikan bemrﬁ
kenaikan biaya pendidikan dan pungutan lain dalam rangka pelaksanaannya.
Secaré garis besar, berbagai per'soalan tersebut di atas dapat disederhanakan

dalarn rumusan sebagai berikut :

-1.Isi atau substansi regulasi dan responsibilitas pelaksana pendidikan yang

k&rang mepdukung terhadaﬁ peningkatan kinerja pelayanan pendidikan 7

yaﬂg diselenggarakan oléh birokrasi pemerintah (Pemda) di Kabupaten
Banjzime.galra- . L

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memberdayakan
atau mengoptimalkan  birokrasi _pendidikan dalam  memberikan
pelayanan kepada masyarakat dalain perspektif kebijakan Otonomi

Daerah di Kabupaten Banjarnegara.
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2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasar uraian latar belakang dan identifikasi terhadap permasalahan di

atas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah pemahaman penyelenggara pendidikan dasar dan
menengah di Kabupaten Banjanegara terhadap substansi regulasi
bidang pendidikan dalam hal ini UU Nomor 22 tahun 1999, PP Nomor
25 tahun 2000 dan‘kol_lse.p School Based Management atau kebijakan
MBS.

b. Bagaimanakah responsibilitas para penyelenggara pendidikan terhadap
pelaksanaan kebijakan baru tersebut, .

c. Bagaimanakah kesiapan organisasi dan manajemen (kenangan, sarana

prasarana, SDM dan kéterlibatan masyarakat) sehubungan dengan 7

pelaksanaan otonomi pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten

Banjarnegara.

d. Bagaimana Kketerkaitan Pemahaman regulasi, organisasi dan -

. manajemen, dan respohsibilitas dengan kualitas kinerja peﬁdidikan?'

C. TUJUAN PENELITAIAN
Dalam setiap penelitian, fujuan menjadi sarana pernandu bagi peneliti

~ dalam pfoses~proses penelitian, dari awal hingga tercapai dan ditemukan
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jawaban yang menjadi obyek penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pemahaman pelaksana pendidikan dasar dan menengah

} di Kabupaten Banjarnegara tentang regulasi otonomi pendidikan,

: 2. Mendeskripsikan tingkat responsibilitas pelaksana pendidikan dalam
pelaksanaan tugas pendidikan sehubungan pelaksanaan ofonomi
pendidikan di Kabupaten Banjarnegara

3. Mendeskripsikan kondisi organisasi dan manajemen atau mutu
penyelenggaraan  pendidikan dasar menemngah  di _Kabupaten
Banjamegara dalam era otonomi daerah- yang meliputi kuaiitas
sumberdaya manusia, sarana prasarana, kevangan dan kelibatan
mésyarakat dalain -penyclenggaraan pendidikan dasar dan menengah di
Kabupaten Banjarnegara

4. Mendeskripsikan 'kecendémngan kaitan antar variabel pemahaman
,regulasi, responsibilitas, kondisi _organisasi manajemen  (mutn

 penyelenggaraan rpendidil;an dasar ménengah_ di  Kabupaten

- Banjamegara.

D. KEGUNAAN PENELITIAN
| Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :
a Keéunaan umum :
I. Sebagai sarana pencennatén terhadap kinerja pelayanan pelaksana

pendidikan dasar dan menengah setelah diterapkannya UTJ Nomor
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22 tahun 1999, PP nomor 25 Tahun 2000 dan konsep Manajemen

Berbasis Sekolah di kabupaten Banjarnegara

. Adanya pewacanaan publik tentang kinerja pelayanan pendidikan
dasar dan menengah setelah diterapkannya UU Nomor 22 tahun
1999, PP Nomor 25 tahun 2000 dan konsep Schoo! Based
Management (Manajemen Berbasis Sekolah) di Kabupaten

Banjarnegara.

b. Kegunaan khusus
1. Bagi peneliti

Peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan

tentang realitas empmk kinerja birokrasi pendidikan khususnya dasar

dan menengah dalam memberikan pelayanan kepada masyaquat. |

setelah diterapkannya, serangkaian kebijakan otonomi pendidikan.

. Bagi pihak pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan berguna. sebagai bahan. asupan bagi

pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten
Banjarmegara) ;teruta'ma dalamm hubungannya dengan ﬁpaya

peningkatan kualitas mutu pendidikan.
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3. Bagi pihak/ peneliti lain
Hasil penelitian ini dibarapkan akan. bermanfaat sebagai sumnbangan
pemikiran bagi pihak lain atau peneliti berikutnya sebagai kajian

lebih lanjut.
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BAB 1I
TINJAUAN PUSTAKA

Teor pada dasamya dapat didefinisikan sebagai pernyataan umum
yang meringkaskan perak-gerak nyata atau pengendalian seperangkat
variabel, dimana variabel dapat diuraikan menjadi-variabel tergantung, bebas
dan variabel antara.” Sedangkan menurut Bintoro Tjokrowardoyo, teor
adalah ungképan hubungan kausal yang logis antara variabel dalam bidang
tertentu schingpa dapat digunakan sebagai kerangka berpikir (frame of
thinking) dalam memahami permasalahan yang timbul dalam bidang
tertentu.®

Selanjutnya menurut Koentjaraningrat, yang dimaksud Iéndaéan

teori adalah dasar berfikir dalam memahami dan memecahkan masalah yang

ada. Landasan teori merupakan pengetahuan y@g diperoleh dari tulisan-

tulisan atau dokumen yang bersangkutan serta pengalaman kita sendiri

7merupakan landasan bagi pemikiran selanjﬁtﬁya mengenai masalah yang’

akan diteliti.

Eksplorasi teoritik ini sangatlah urgen dan mempunyai signifikansi
yang tinggi, terutama guna membatasi sekaligus menjadi titlk awal analisis
yang dikembéngkan dalam pembahasan pennasalahan yang diajukan dalarn
makalah. Tanpa ada satu konstruksi teoritik yang jelas, bisa dipastikan

bahwa nilal validitas pembahasan masalah menjadi tidak jelas pula.

77 Dayid E. Epter, Pengantar Analisa Politik, LP3ES, Jakarta
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Rizvi dan Lingard (1992 ;33) menyatakan bahwa otonomi sekolah
dapat menyertakan masyarakat dalam melaksanakan keputusan-keputusan
sekolah. Bagi para penganut otonomi sekolah, otonomi sekolah adalah upaya
manajernen sekolah untuk membebaskan pengalokasian sumber daya dari
kepentingan yang bersifat administrative ke kepentingan yang lebih bersifat

edukatif

1. KINERJA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
a. Kinerja atau Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
Dalam tulisan ini ada kata kunci yang menjadi landasan teori
dalam menjelaskan gejala sosial yang berkaitan dengan Implementasi
UndangQUndan:g Nomor 22 tahun 1999, PP 25 tahun 2000 dan
penerapan konsep MBS. Kata kunci tersebut adalah kinerja birokrasi
" dan kualitas layanan. Selanjutnya dua konsep térsebut diintegrasikan
dalam satu variabel kuahtas kinerja, yang dalam. kaitan penetitian ini
diartikan ﬁebagai kuahtas kinerja lembaga pendidikan dasar fian
—menengah. K%lrenav ditcngarai konsei) tersebut  berkait. déngan
Bcbcra‘pa konsep lain maka bahésan dilanjutkan dengan pernaparan
" beberapa kor_lsep terkait tersebut. Konsep-konsep terkait tersebut
adalah 'Pemaliaman regulasi, responsibilitas dan organisasi

- manajemen sekolah. Konsep-konsep yang kemudian terwujud dala

*# Bintoro Tjokroamidjoyo, Tood dan Praktek, Jakarta, 1992
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variabal-variabel tersebut kemudian dikaitkan dengan variabel
kinerja kualitas layanan pendidikan menjadi satu kesatuan bahasan.

Untuk membantu proses pemahaman, bahasan dimulai dari
konsep kinerja. Secara umum, orang awam sering menyamakan
istilah kinerja dengan kerja. Namun sebetulnya secara konseptual,
kedua kata tersebut tidak mengandung peﬁgertian yang sama, karena
kinerja lebih berarti tampilan (performance), bukan semata-mata
kedua teknis organisasi. |

Lebili jauh, kineljz_l organisasi dapat ditafsirkan dalamn
berbagai pengertian. Batasan kinerja yang diberikan Interplan; (1)
performance is the primary criterion for judging orgénjzéﬁon; (2)
performance is a total concept, and includes not only all the cost, but
also all the.side effect of an action on polity, it is not confined to the
fulfilment of state goal; and (3) perfonnanc: is : the- way a
development system ﬁmctions is defining and achieving the state
goals._' ‘

' Definisi lain tentang kinerja dikemukakan oleh Rue and Byras
(daiam Yeremias T. Kel;an) yang memandang bahwa kinerja adalah
tingkat pencapaian tujuan organisasi’ Dengan demikian, optimal
tidaknya kinerja orgénjsasi, dapat dilihat sejauh mana ;)ut put yang
dihasilkan oleh organisasi tersebut. Semakin mendekati kondisi ideal,

tentunya kinerja organsasi menjadi semakin baik pula.

lup1- *a%.;: a.:;é@wl
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Sedangkan jika kita tinjau dari ilmu perilaku organisasi,
Campbell dan Pritchard mengartikan kinerja sebagai suatu rangkaian
perilaku (organisasi) yang diarahkan kepada proses pencapatan
tujuan. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa
kinerja merupakan suatu tampilan organisasi yang menunjukkan
tingkat pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan.

Sementara itu berkenaan dengan standart kinerja yang baik,
harus memenuhi beberapa kriteria'® : (1) dapat dicapai (attainable),
artinya s&sua;' dengan usaha yang dilakukan pada kondisi yang akan
dihadapi, (2) Menyeluruh (all - inclusive) artinya menyangkut sinergi
dan keterkaitan aktivitas; (3) dapat dimengerti (understandable), (4)

* dapat diukur atau measurable; (5) bersifat ekonomis dengan
memaksimé!kan perbandingan cost dan output, (6) seimbang

' '(équitable); serta. --(7) fokus pada pelanggan, artinya’ séjauﬁmana
organisasi tersebut dapat memberikag pelayanan yang memuaskan

: -: képadg_éegenép elemen _stake_hbldefs. Pengukuran rkinexja dapat

digambarkan dalam bagan seperti berikut :

® Yeremias T. -Keban, [ndlkator Kinenja -Pemerintah Daerah, Pendekatan Manajemen dan
Kebijakan, Fisipol UGM, Yogyakarta, 1999 :
' LAN dan BPKP, Modul Evaluasi Kinerja Instansn Pemerintah, Jakarta, 2000 hal 37 — 38.
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Gambar 02
Pengembangan Sistem, Variabel Pengaruh (UU Nomor 22 Tahun
1999)
dan Penetapan Out Put Organisasi (Mutu Layanan).
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Dari bagan tersebut, dapat kita lihat bahwa implementasi
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, PP 25 tahun 2000 dan
konsistensi penerapan konsep MBS merupakan salah satu bentuk
penyempunaan sistem dari peraturan sebelumnya, yakni Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1974 dan konsekuensinya di bidang
pendidikan. Seperti telah kita eksplorasi di atas, UU tersebut gagal
karena telgh menjadi alat politik, sehingga menekankan sentralisasi
dan menaﬁkkan layanan publik sebagai tefna utama pelaksanaannya.

Bahkan jika kita kritisi, dalam pelaksanaan manajemen
pemeﬁﬁtéhéh orde baru, pelayanan pﬁbﬁk'sama sekali tidak pernah

mendapatkan tempat yang layak dan memadai. Birokrasi akhimya

lebih beféifét_ sebagai public master, bukan ‘sebagai public service. :

Rakyat yang seharusnya dilayani oleh pemerintah, akhimya justru
menjadi pelayan bagi pejabat pemerintahan,

Sentralisme, dimana pem;:n'ntah pusat menjadi poros dari

" segala manajemen pemerintahan, tentunya tidak cukup mampu untuk

membaca kebutuhan riil masyarakat. Jarak yang terlalu jauh,
tentunya merﬂbeﬁkan' peluang  yang sedemikian besar bagi
munculnya distorsi dan deviasi, sehingga gagal membaca kebutuhan

riil masyarakat,
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Kualitas atan mutu layanan pada prinsipnya merupakan suatu

konsep yang berkait erat dengan administrasi negara. Birokrasi pada

prinsipnya muncul sebagai alat atau instrumen untuk memberikan

pelayanan secara maksimal kepada. publik, di tengah kompleksitas

persoalan masyarakat yang sedemikian besar dan rumit.

Berkaitan dengan persepsi pelanggan dalam menilai kualitas,

pelayanan, Morgan dan Murgatroyd (dalam Warella, 1997)

menyebutkan 10 kriteria yang biasa. dipergunakan,! yaitu :

1

2.

8.

9.

Reliabelity
Responsiveness
Competence
Acces

Courtessy

. Communication

Credibility / Responsibility
Security -

Understanding the customer

10. Appearance Presentation

Untuk dikatakan baik dan maksimal, pelayanan itu sendiri

harys, memenuhi beberapa kriteria. Menurut Sai*woto, persyaratan

pelayanan tersebut haruslah merupakan pelayanan yang :

Y peino Sunu Astuti, Studi Kunalitas Pelayaran Antenatal di Kecamatan Sayung Wilayah

Puntai Kabupaten Demak, artikel di Majalah Forum, No 85/X3XVIV Oktober-Januari 2000, hal .
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1. berdaya guna (effective), yaitu pelayanan tersebut cocok mufu
maupun kegunaannya benar-benar sesuai dengan kegiatan
organisasi dalam mencapai tujuan.

2. dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (validity service),
yaitu bahwa pelayanan tersebut disusun atas dasar data, fakta,
angka dan dapat dipertanggungjawabk@ kebenarannya.

3. sehat (sound service), yaitu pelayanén tersebut disampaikan
melewati hierarkhi tata hubungan yang telah ditetapkan dan
dalam suasana komunikasi yang baik.

4, Iﬁémuaskan (Saﬁsfa;:tory service), bahwa pelayanan tersebut

diberikan dengan cepat, tepat pada waktunya,

b. Konsep Pembelajaran dengan PAKEM

PAKEM adalah sebuah"k(-)t_lsep pembelajaran yang mengajak. siswa ]
aktif dan menumbuhkan kreatifitas, dengan penciptaan situasi
ﬁeihbélajai‘ap. yang _dégléiglﬁﬁg, éphmgga' prbses" pembelajaran
berjalan secara alamiah dan .efektif. Kondisi J:deal tersebut‘ (:lapa't

diéipfakan bila pengajar I‘Iiampu'méngémbéngkan situasi belajar yang

demokratis dengan mengedepankan hak-hak kemanusiaan setiap

siswa.

Secara umum dapat dideskﬁpéikan Jbahwa tentang ciri pembelajaran

PAKEM sebagai berikut:

62, diambil dari Y. Wacella, Administrasi Negara dan Kualitas Pelayanan Publik, Pidato
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1). Dart pihak guru :

kegiatan pembelajaran yang dilakukan gury mencakup unsur

A (aktif), K (kreatif), E (efektif) dan M (menyenangkan).

¢ Dari unsur aktif, guru harus aktif dalam :
a. memantau kegiatan belajar siswa,
b. memberikan umpan balik
¢. mengajukan pertanyaan yang menantang, dan

- d. menanyakan gagasan siswa

+ Dari unsur kreatif, guru harus, dapat :
a. mengembangkan kegiatan yang beragam,
b. membuat alat bantu belajar y¢;mg bervariasi & sederhana

N Dan'.ur;sur éfekﬁf, berarti : guru harus mencari jaian'untuk
menéapai tujuan yang efektif

* Sedang dari  unsur méﬁgfeha'ngkan ‘berarti  proses
pembelajaranlharus menciptal;an suasana yang menyenangkan
schingga anak memiliki rasa yéng bebas untuk belajar ﬁmgan
terlepas dad rasa takut salah, takut ditertawakan ;lan takut

tidak dihargai.

2). Dari pihak siswa :

o Pengukuhan Guru Besar Madya Fisip Undip.
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a. Aktif, berarti siswa berperan aktif dalam : bertanya,
mengemukakan gagasan, dan mempertanyakan gagasan orang
lain.,

b. Kreatif, berarti siswa diharapkan mampu merancang atau
membuat sesuatu, menulis atau mengarang dan sebagainya.

¢. [Efektif, berarti siswa harus dapat menguasai pengetahuan,
dan ketrampilan yang diperlukan.

d. Menyenangkan siswa harus berani bertanya, berani mencoba
atau berbua_t_‘berani mengemukakan pendapat, kesadaran yang
disipliﬁ dan senang belajar.

Menurut Warta MBS nomor 3 edisi Maret 2002, ada empax
komponen pelaksanaan UBS pada sekolah yakm
a. Kegiatan Belajar Mengajar

1. Guru tldak haﬁya menerangkan ﬁtz_:p_i minta anak ménghayati

dan mengeljakan pelajaran

2. Gum menggunakan berbagax model dan alat peraga, terutama

yang sederhana dan dibuat bersama, _

3. Pémmbelajaran bukan hanya di dalam ruang kelas, tetapi bisa

di luar sekolah, halaman, kebun, pasar dsb,
4. Guru bertindak sebagai fasilitator

b. Pengelolaan Sekolah )

c. Peran Serta Masyarakat .

d. Lingkungan Sekolah.
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Dari uraian di atas kemudian dapat ditarik sinergi hubungan
antar konsep kinerj kualitas pendidikan dengan konsep-konsep :
1. pemahaman regulasi bidang pendidikan
2. aspek organisasi manajerial sekolah (yang berisi kualitas SDM,
keuangan, sarana prasarana dan kelibatan masyarakat), dan

3. responsibilitas penyelenggara pendidikan.

2. PEMAHAMAN REGULAR : ISI, SUBSTANSI SERTA IMPLIKASI
Materi daﬁ peraturan merupakan aspek yang sangat krusial dan
strategis dalam pelaksaan kebijakan. Berdasarkan materi inilah design
atau model dari pelaksanaan manajemén organisasi dapat dilaksanakarn,
‘“se?suai dengan rencana awal yang f-cléh disusun. Undang Uhdang Nomor
22 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 dan konsep
Scholl Based Mahageﬁzent (Manajemen Berbasis Sekolaih')- Secafa ril
jelasrmempunyai arti yang sangat ‘strategis? karena_ menjadi rujukan dasar
N 'Qg;iap qpay@peﬁgemba&gag birokrasi pemeﬁntahm di qaerah-daerah;_
© Keberadaan pemerintah qaérah sendiri secara yuridis formal diatur
dalam pz;.sal' 18 ﬁndang—Undang dasar 1945 i{z;nya saja pasél ini tidak
secara jéla_s merinci bagaimana bentuk dari pemerintah daerah. Sebagai
jawabanﬁya, dibentukkan Berbagéi peraturan organik yang mengatur
7 .Pemerijgtahan Daerah, seperti VLT'U Nomor I tahun 1945 tentang Parlemen
Daeral, LIIJ Nomor 22 tahun 1948, Undang Undang Nomor I tahun

) 1957,. Undang Undang Nomor 5 tahun 1974 sampai dengan yang terbaru,
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yakni UU Nomor 22 tahun 1999, PP Nomor 25 tahun 2000 dan konsep
Scho{l fased Management lentang Pemerintahan-Daerah:—
Penyelenggaraan Otonomi Daerah sendiri melalui Sidang
Istimewa Majelis Pertnusyawaratan Rakyat 1998 telah ditetapkan dalarn
Tap WR RI Nomor XV/WR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya

Nasional yang Berkeadilan. Adapun hal - hal. yang diatur antara lain'? -

1. Pasal i
Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan

yang luas, nyaita dan bertanggung jawab di daerah secara

proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan

pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan

" serta
- pengembangan keuangan antara pusat dan daerah

2. Pasal2

Penyelengaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan ,pﬁj_ls_ip-‘ .

prinsip demokrasi dan memperhatikan keberagaman atau kebinekaan
daerah.

3. Pasal3

"2 Timur Mahardika, Tarik Ulur Refasi Pusit dan Daerah - Perkemban;gan Pengaturan

Pemerintah Daerak dan Catatan Kritis, Penerbit’ Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000,

" hal 8-9. .
" 13 Tentang perimbangan ini diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 25
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(1). Pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional
antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk
kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan

(2). Pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efektif dan
efisien, bertanggungjawab, transparan, terbuka dan dilaksanakan
dengan memberikan kesempatan yang luas kepada pengusaha
kecil, menengah dan koperasi.

(3). Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dilaksanakan dengan
~memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis,
| jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat,

(4). Pemerintah Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional

" dan bettanggung jawab memelibara kelestarian lingungan.

(5). Penj'elenggaraan Otonomi daerah, pengaturan dan pembagian,

i ;;v;manfaafan suimbérr ‘daya nasional yang berkeadilan, ‘dan’

perimbangan keuémgan pusat dan -daerah dalam kerangka

" ‘mempertahankan dan memperkokoh NKRI dilaksanakan dengan

asas. kerakyatan berk-esinambungap ;yang diperkuat dengan
pengawasan DPRD dan masyarakat. .
Selanjutnya, bcrkeqangan dengan kewenangan Daerah di atur
dalam beberépa pasal. Pasal 7 ayat 1 menyatékan bahwa kewenangan
Dae_rah ménéakup. kewenangan dalam sﬁluruh b_idang— pemerintahan,

_ kecuali - kewenangan dalam. bidang politik Juar negeri, pertahanan
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keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan
bidang lain.

Sedangkan Pasal 11 ayat 2 mengatur, bahwa bidang pernerintahan
vang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten / Kota meliputi
pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian,
perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan
hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

Lebih jauh, sebagai aturan khusus guna mendukung UU Nomor
22 tahun 1999, dikeluarkan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang
Pcﬁzﬁbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Perimbangan Keuaﬁgan Pusat

dan Daerah. UU ini juga sangat penting, sebagai aturan yang mengatur

proporsionalitas keuangan yang dikelola daerah dibanding- dengan yaxig -

diambil oleh pemerintah pusat, sehingga (14) dihindari eksplo1ta31 seperti
jaman orde baru. ™

Dari beberapa peraturan tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita
tarik sebég‘a_i kestmpulan. Peftama, pemberian keWénahgah Secaf,a_ luas

kepada daerah memungkinkan daerah lebih beraprgsiési dalam kebijakan,

memahami kehendak masyarakat sehingga sekaligus dépat- menjawab

kebutuhan mercka.

1 Seperti kita ketahui, pada masa orde baru, pemerintah daerah hanya diberi dana’ vang sangat
sedikit untuk pembangunan, Sebag;an dana ditarik oleh pemenntah pusat, _ sehmgga
dengan kegagalan dalam membentuk sebuah orgamsam pelayanan publik yang malsxmal
sehingga birokrasi pun tidak dapat menjalankan fungsi organiknya. Penarikan dana, baik melalui
pajak maupun retribusi, hampir 80 %:ditarik oleh pemerintah pusat. Ditambah dengan proses

- Korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Pusat, lengkap sudah penderitaan yang harys diterima
~oleh pemermtah daerah pada masa itu.

[ WS
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Kedua, pemberian kewenangan dalam berbagai bidang layanan
masyarakat, misalnya di bidang kesehatan, pendidikan dan bidang lain,
sekaligus akan memunculkan tuntutan kebutuhan aparat yang lebih
profesional, yang pada akhirnya juga akan sangat memberikan warna
terhadab kualitas layanan yang diberikan.

Ketiga, pengaturan perimbangan keuangan jelas menjadi modal
bagi daerah untuk lebih dapat membiayai dirinya. Khusus bagi daerah
yang minim PAD, pemerintah memberikan subsidi berupa dana Alokasi
Umum (DAU} kepada mereka, sehingga mereka pun dapat secara layak

menyelenggrakan birokrasi pemerintahan. Kecukupan dana tentunya

akan menjadl faktor pendukung bagi penciptaan layanan masyarakat yang

leblh berkuahtas oleh blrokra31 pemenntahan
Dari paparan di atas, .yang dimaksud dengan regulasi dalam

pénelz"ﬁbn ini adalah pér;zturan pemndangan,' terutama menyangkut

 aspek isi atau substansi (materi) yang dikandung dalam perdturan_

te-rse'bzét (dalam hal A!_‘n’i UUNémbf 22 tahim 1999, PP Nomor 25 'tahuh

2000 tentang pemenntahan daerah dan konsep School Based .

Management)

3. ORGANISASI DAN MANAJEMEN

. Dalam Apelaks_:anaannyé, penyelenggaraan pendidikan untuk

memberikan kepuasan kepada para pelanggangan (customers), diperfukan
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pendekatan yang komprehensif baik menyangkut struktur organisasi

maupun konsolidasi sumber daya manusianya.

Gambar 03

Struktur Organisasi, Proses Manajemen
Dan Kepuasan Pelanggan

6. Kepemimpinan i
mengembangkan  para B4
pemimpin pada stiap B
tingkat orgenisasi guna &
meningkatkan  inovasi §
dan perubahan

Merumugkan sirategi yang
memberikan tujuan dan arah
secara keseluruhan

5. Manajemen i
Mengembangkan kader [}
manajer dan birokrat [
vang irampil untuk

melaksanakan tugas

manajemen

Menyampaikan- secara  cost-
efective produk dan jasa bernilai
kepada para pengguna atau

3. Struktur

A 4

Merancang  jenis  struktur jjj
organisasi yang  dibutuhkan [ff
untuk- pembagian informasi, [}
pembuatan keputusan dil.

4. Sumber Daya Manusia

.Mengembangkan sistem MSDM  yang ﬁ
membantu birokrat bekerja terbaik. ;
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Bagan tersebut menggambarkan bahwa pelayanan publik
dipengaruhi berbagai faktor, seperti struktur birokrasi, proses
kepemimpinan, kualitas dan sumber daya manusia, manajemen dan aspek
strategis lainnya.

| Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 jelas
membawa angin segar bagi proses reformasi birokrasi di Indonesia,
dihubungkan dengan kinerja pelayanan publik. Perubahan pada aspek
materi atau substansi peraturan, dan tuntutan baru dari para pelaksaha
birokrasi, jelas akan menjadi __‘pengantar bagi proses memanajemen
birokrasi pemerintahan di Indonesia. |

Kaho {1997) menyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan tugas

‘ otonorm dengan scbaxk—badmya ada beberapa faktor yang perlu mendapat

perhatian antara lain : faktor manusia pelaksana, faktor keuangan faktor
peralatan dan faktor 0rgamsas1 dan manajemen. Pendapat Kaho tersebut' -.
kemudian memberikan kejelasan kaitan antara konsep 7 otonomi

pendidikan yang terlihat dari kualitas ‘léigeaja,peﬁd;dﬂ'«éﬁ (_lépgan variabel-

variabel lain.

. RESPONSIBILITAS PENYELENGGARA PENDIDIKAN

Seperti teléh dishgguﬁg _sedik_it di- atas, _pembahan aturan
menuntut perubahan kar_akter_ éta_u_ sikap dari para pelzikéana peraturan,
dalam hal ini adalah pejabat pemerintahan atan aparat birokrasi. Dilihat
daﬁ makna gmmatiica]nya, responsiﬁilitas berasal dari'_ 1st11ah Inggrisr ‘
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responsibility yang mempunyai arti tanggung jawab. Dengan demikian,
responsibilitas birokrasi dapat diartikan sebagai tanggung jawab birokrasi
dalam melaksanakan tugas, diantaranya tugas pelayanan kepada para
stake holders.

Responsibilitas  menuntut  adanya  akuntabilitas, atau
pertanggungjawaban secara jelas kepada pui)lik. Dalam akuntabilitas
profesional, para aparat melaksanakan tugas-tugasnya dengan dilandasi
oleh norma-norma dan standar profesinya. Mereka diperkenankan untuk
menentukan public interest sesuai dengan norma-norma dan sﬁndar yang
dikﬁman dengan kepentingan masyarakat. sebagali stake holders
birokrasi."”

Lebih jauh, responsibilitas menitikberatkan pertanggungjawaban
kepada masyarakat, efisiensi dan penghematan pengguna dana, harta
kekayaan, sumber daya manusia, dan sumber-sumber lainnya. Sékaligus
menitikberatkan pada peranan manajer afau pengawas, dan
_ mengharapkan agar para pejabat atau pegawai u'dak hanya menjawab
pertanyaan - pertanymn yang berkait dengap peraturén yang telah ada,
'tetapi jugd untuk menetapkan Si:latll proses yang berkclanjlitan‘ seperti
perencanaan dan penganggaran, Asehingga memungkinkan mereka
memberikan pelayanan publik yang terbaik. ‘

Sebagai sebuah konsep, responsibilitas memang sangat dekat

dengan akuntabilitas. Dalam arti, sejauh mana pertanggungjawaban dapat
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diberikan, tentunya harus didasarkan pada kejelasan‘standar yang ada,
kesesuaian dengan perencanaan, proses dan kemudian baru dievaluasi.

Pemerintah yang bertanggung jawab juga dikenal dengan istilah
good govemnance. Arti good dalam good governance sendiri mengandung
dua pengertian. Pertama, Nilai - nilai yang m'enjunjung tinggi keinginan
atau kehendék rakyat, kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan
yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya.'®

Lebih jauh dijelaskan, bahwa orientasi pertama mengacu pada
demokratisasi dengan elemen legitimacy (kepercayaan rakyat),
accountability (akuntabilitas), securing of human rféhis, autorithy and
devolution of power dan assurance ofeivilian control,

Sedangkan orientasi keduva pada sejauh mana pemerintahan
mempunyai kompetensi, dan sejauh mana struktur serta mekanisme
administrasi berfungsi secara efektif dan efisien, optimal dalam bekerja

memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat atau publik.

Y Tim Asistensi Petaporan AKIP, Akuntabilitas Sebagai Suatu Konsep - Tinjauan Historis dani
Teoritis, LAN Jakarta, 2000, hal 26 . . e :

16 Tim Asistensi Pelaporan AKIP, Good Govemance, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta,
2000 hal 6.
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~ BABIII
METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian / Perspektif Pendekatan Penelitian
Penelitian ini pada dasamya adalah penelitian deskriptif kualitatif Namun
demikian penelitian ini juga menggunakan pengkayaan dengan statistik
deskriptif untuk hal-hal tertentun. yang diperlukan. Langkah awal (entry
point) penelitian menggunakan alat bantu analisa statistik deskriptif sebagai
dasar awal penganalisaan. Dengan demikian analisa tetap diutamakan
dengan melihat kecenderungan kéterkajtan antar fenomena amatan, setelah
pendekatan kuantitatif deskriptif dilakukan melglui penyebaran quesidner
maupun menggunakan data pendukung lainnya. Analisa lebih lanjut
dilakukan dengan melihat kecenderungan hubungan antar fenomena yang
dilakukan secara kualitatif melalui observasi langsung ke lokasi penelitian

dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion).

B. Ruang Lingkup / Fokus Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini dapat dibagi pada empat hal ﬁtama, yakni
kualita:§ kinerja pendidikan, organisasi manajemen, pemahaman regulasi,
dan responsibilitas. Secara relasional penelitian ini mencoba menggali
wacana yang terkandung dalam UU Nomor 22 tahun 1999, PP Nomor 25
tahun 2000 dan konsep School Based Managément dalam hubungannya

dengan kinerja penyelenggaraan pendidikan dasar menengah oleh
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pemerintah yakni Pemda kabupaten Banjarnegara dan instansi terkait bidang

pendidikan.

C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah di lembaga penyelenggara pendidikan dasar dan
menengah, yakni SD/INA1, SLTP/Tsanawiah dan SMU / MAN sebagai unit
analisa serta instansi terkait dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan

menengah di Kabupaten Banjarnegara.

D. Variabel Penelitian
1. KUALITAS KINERJA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
a. Kualitas penyelenggaraan pendidikan

1. tingkat kelayakan pencapaian tujuan ‘sekolah/ dapat dicapai
(attainable), artinya dibandingkan dengan usaha yang dilakukan
pada kondisi yang ada;

2. Tingkat kesungguhan peuyeleﬁggara dalz#_n_ pelaksanaan kegiatan
berdasarkan visi

3. Tingkat késungguhan penyelenggara dalaﬁ mewujudkanl misi

4, tingkat cakupan / tingkat kemenyeluruhan kegiatan (all - inclusive)
artinya menyangkut sinergi dan “keterkaitan berbagﬁ | aktivitas

dalam mencapai tujuan,

5. tingkat - kejelesan  dapat  dimengerti  tujuan  sckolah

(understandable);
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6. tingkat keterukuran kegiatan/ dapat diukur atau measurable
kegiatan;

7. tingkat efisiensi/ bersifat ckonomis dari kegiatan {dengan
memaksimalkan perbandingan antara cost dan output),

8. tingkat keseimbangan antar kegiatan (equitable), serta

9. tingkat concernitas / fokus pada pelanggan/ orang tua murid,
artinya sejauh mana organisasi penyelenggara pendidikan tersebut
dapat memberikan pelayanan pendidikan yang memuaskan kepada

segenap elemen stake holders.

b. Pers:apan Pelaksanaan system PAIKEM (Pembelajaran Aktif,
Kreatif, Efektif dan Menyenangkan)
1). Dan pihak guru :
" & Dari unsur aktif, guru harus akfif dalam -
1. Intensitaas guru dalam memantau kegjatap belajar siswa,
2_-7 Iﬁtensitaas guru dalam memberikan umpan balik
3. Intensnaas guru dalam mengajukan pertanyaan yang
menantang, dan -
4. Intensitaas guru dalam menanyakan gagasan siswa
¢ Dan uﬁsur kreatif, guru harus dapat :
1. Intensifaas, guru dalam mengembangkan kegiatan yang

beragam,
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2. Intensitaas guru dalam membuat alat bantu belajar yang

bervariasi dan sederhana

4+ Dari unsur efektif, berarti :
Intensitas guru dalam dalam mencari jalan untuk mencapai
tujuan yang efektif

¢ Sedang dari unsur menyenangkan berarti :

1. Intensitas guru dalarn proses pembelajaran dalam
menciptakan suasana yang menyenangkan schingga anak
memiliki rasa yang bebas untuk belajar dengan terlepas
dari rasa takut salah, takut ditertawakan dan-, taku-t tidak
dihargai.

2). Dari pihak siswa :
a. ALHf, berarti intensitas siswa berperan aktif dalam : bertanya,
mengemukakan gagasan, dan mempertanyakan gagasan orang

fain. R

- b. Kreatif, berartl intensitas  siswa diharapkal_l mampu
merancang atau rx;embﬁat sesuatu, menulis atau mengafang
dan sebagainya.

c. Efektif, .berarﬁ filtensitas siswa harus J’_dapat Vmenguasai

pengetahuan, dan ketrampilan yang diperlukan.
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d. Menyenangkan intensitas siswa berani bertanya, berani
mencoba atan berbuat beram mengemukakan pendapat,

kesadaran yang disiplin dan senang belajar,

3). Kegiatan Belajar Mengajar:

1. Intensitas guru untuk tidak hanya menerangkan tapi minta anak
menghayati dan mengerjakan pelajaran

2. Intensitas guru dalam menggunakan berbagai model dan alat
peraga, terutama yang sederhana dan dibuat bersama,

3. Intensitas pembelajaran yang bukan hanya di dalam ruang kelas,
tetapi juga di luar sekolah, halaman, kebun, pasar dan
sebagainya, | R '

4. Intensitas guru dalam bertindak sebagai fasilitator

2. PEMAHAMAN REGULASI, diukur dengan :

k 1) _Tix%gkat_peméhainaﬁ pada otonomi daerah (UU no. 22 Tahun 1999), _

2). l”_[‘ingkat peniahatﬁan pada otogqmi pend_idikz.m' (PP no. 25 tahun

20000 | o

3). Pemahaman penyelenggara pendidikan pada visi penyelenggaraan
pendidikan |

4).- P"emahat_nan_ penyelenggar_a p"endidikan‘ pada misi penyelenggaraan
pendidikan |

5). Pemahaman pada konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
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6). Pemahaman pada metode PAKEM

3. ORGANISASI MANAJEMEN pendidikan, diukur dengan:
1). SDM pendidikan:
(1). Ketercukupan jumlah pengajar dibandingkan jumlah kelas
(2). Tingkat pendidikan lanjut dari tenaga péngajar
2). Ketercukupan sarana dan prasarana kerja:
(1). Tingkat ketercukupan sarana dan prasarana kerja
(2). Tingkat kemadaian kualitas sarana dan prasarana ketja
3). Tingkat dukungaﬁ dana : |
(1). Tingkat ketercukupan dana, baik swadaya maupun bantuan dari
berbagai pihak
4). Tingkat keterlibatan masyarakat:
(1).- ng1<at keterlibatan masyarakat dalam penenfuan rencana
pengembangan sekolah
(2)‘. Tin-gkatketerl'ibatan masyarakat dalam pendanaan, pengawas;axl
dan evaluasi serta _penyusunan kurikulum. khususnya muatan

lokal.

4. RESPONSIBILITAS, diukur dengan :

1. Sikap penyelenggara pendidikan terhadap perlunya

pertanggungjawaban pelaksanaan pendidikan pada, para stake holders i
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2. Intensitas pemberian penjelasan atau informasi kepada stake holders
tentang pelaksanaan pendidikan
3. Ragam media yang digunakan untuk memberikan informasi

pelaksanaan pendidikan pada para stake holders.
b. Jenis dan Sumber data

1. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
penelitian'baik melalui angket atau quesioner maupun wawancara
di lokasi Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten

Banjamegaa. - -

2. Sumber data sekuﬁdet ]
Data yang _dipcéroleh tida.k langsung dari lapangan, tetapi merupakan
data'_yaﬁg__-'-fe1ai;'_ diiﬁglpun_ ofeh pihak lain, yang bia'sahya oléh
instansi atau iémbaga tertentu  yang -terkait topikf penelitian.
 Biasaniya berupa data Statistik maupun- kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah, baik berupa UU maupun PP serta
peraturan pqnuilj ang. Merupakan data-data pendukung yang bcrésal_
dari a-nalisis‘pélra ahh yang berkaitan dengan -topik pembéhasan.

Baik ahli tentang administrasi negafa (pemerintahan) secara umum




49

maupun otonomi daerah secara khusus, maupun jornal serta tulisan

yang bisa ada keterkaitan dengan pokok pembahasan.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh sekolah lanjutan atas baik

SMU maupun MAN di Kabupaten Banjarnegara, tahun 2002. Sampel adalah

wakil populasi yang diteliti. Untuk menentukan jumiah sampel, mengikuti

pendapat Gay (1976) dalani Sevilla etall. (1993:41) memberikan batasan

ukuran minimal sampel pada penelitian deskriptif adalah 10 % dari populasi.

Begitu juga Arikunto (1985:94) memberikan ancar-ancar untuk jumlah

populasi yang besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% dari jumlah

‘populasi. Dalam penelitian ini menggunakan sekitar 15 % populasi. Sampel
. D

diambil secara "'proporsional random sampling"’.

Tabel. 2
‘Pengambilan Sampel
NO | TINGKAT JENIS SEKOLAH POPULAR SAMPEL
' - . ‘ (15%)
11 | MENENGAH -SMU .38 6
ATAS -
: MADRASAH - 16 3
ALIYAH -
SMK 7 1
2 MENEGAH SLTP 42 6
PERTAMA
' MADRASAH 26 4
TSANAWIYAH
3 DASAR SD 445 67
: MADRASAH 124 19
IBTIDAIYAH
JUMLAH - 698 106
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F. Metode Pengumpulap Data

1.

Cara Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa alat untuk mengumpulkan

data yang beragam. Alat yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode ini digunakan dengan mewawancarai responden dengan
menggunakan acuan daftar pertanyaan. Metode ini merupakan metode

utama pengumpulan data.

. Wawancara mendalam dan diskusi kelompok

Metode ini dlgunakan untuk memperkaya mformam yang telah

‘ 'dlkumpulkan dengan kuesmner

. Dokumentasi

Metode doklim_em_asi " adalah cara pengumpulan data  dengan

mempergunakan dokumen-dokumen sebagai sumber data (Dewa Ketut S, -

o 1-985 : 177) "Metodc ini dlgunakan untuk memperoleh ‘déta tentang

otononn daerah dan kinerja layanan institusi pemerintah.
Pengumpulan data dalam penehtlan ini yang menggunakan
kuesioner yang terdiri dari empat jenis variabel. Setiap variabel memililki

beberapa item (pertanyaan) yang dikelompokkari secara terpisah dengan

- -varaibel lainnya.

- Variabel kinerja pendidikan (Y) dalam penelitian ini diuangkap

dengan menggunakan kuesioner tertutup. Kuesioner ini memiliki 34 item

lum PUSTAK-lunIp
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vang dibagi menjadi 3 sub variabel penyelenggaraan pendidikan,
pelaksanaan PAKEM oleh Guru, Siswa dalam pelaksanaan PAKEM.
Instrumen ini setiap item memiliki 4 alternatif jawaban (option) yang
dapat dipilih bebas oleh responden dengan skor setiap alternatif jawaban
adalah : a) Jawaban a diberi skor 4; b) Jawaban b diberi skor 3; c)
Jawaban c diberi skor 2; d) Jawaban d diberi skbr 1.

Variabel Pemahaman Regulasi (X1) dalam penelitian ini
diungkap dengan menggunakan Kkuesioner tertutup. Kuesioner ini
memiliki 10 item yang masing-masing item memiliki 4 alternatif jawaban
(optioﬁ) yang dapat dipilih bebas oleh responden dengan pemberian skor
setiap alternatif jawaban adalah : a) Jawaban a diberi skor 4; b) Jawaban
l; dibeﬁ ékor 3;¢) Jawabaﬁ ¢ diberi skor 2; d) Jawaban d diberi skor 1.

Variabe] Organisasi dan Manajemen (X2) dalam penelitian ini
diungkap dengan mengg’uﬁakaﬁ kuesioner tertutup. Kuesioner ini
memiliki 10 item yang masing-masing item memiliki 4 alternatif jawaban
(option) 3.rang dapat dipﬂiil'bebas oleh responden d_éngan pemberian skor
7 seﬁap'alt_emdtif' jawaban adalah : a) Jawaban a diben‘ skor 4: b) Jawaban

b dibri skor 3; ¢) Jawaban ¢ diberi skor 2; d) Jawaban d diberi skor 1.
Variabel Responsibilitas (X3) dalam penelitian ini diungkap
dengan menggunakan kuesioner tertutup. Kuesioner ini memiliki 1:0 item
-yang_masiﬁg—masing item memiliki 4 alternatif jawaban (option) yang

dapat dipilih bebas oleh respondeﬁ dengan pemberian skor setiap
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alternatif jawaban adalah : a) Jawaban a diberi skor 4; b) Jawaban b

diberi skor 3; c¢) Jawaban c diberi skor 2; d) Jawaban d diberi skor 1.

2. Penetapan kualitas instrumen

Instrumen penelitian sebelum digunakan untuk mengumpultkan data
yang sesungguhaya, perlu dilakukan ujicoba terlebih dahulu. Proses ini untuk
melakukan pengujian tingkat validitas (kesahihan) dan reliabilitas instrumen.
a. Uji validitas instrumen

Pengujian __ _.Yaliditas instrumen dilakukan dengan menguji muatan
faktor-faktor yang ada pada setiap item instrumnen. ‘Pengujian' ini ditakukan

dengan menggunakan analisis faktor yang terdapat dalam program SPSS.

Analisis faktor i dlgunakan karena merupakan teknik analisis statxstlk vang 7

mampu menggambarkan hubungan antar item yang terdapat dalam setiap

variabel.

Penggunaan analisis faktor harus memenuhi persyaratan indeks KMO -

(Kaiser Meyer Olki Measure of Sﬁmpl::ng Adequa@) yang ada dalam

instrumen scbagai ben'kut (1) mdeks KMO mendekati 1 00 dlkategonkan _
baik sekali atau sangat baik, (2) mdeks KMO mendekan 0, 8 dlkategonkan '

baik, (3) indeks KMO mendekati 0,7 dikategorikan cukup, (4) indeks KMO

mendekativ-0,6 dikatggon'k_an sedang, dan (5) indeks KMO kurang dari 0,5

dikategorikan burik.. -

~ Selain itu pesyaratan. yang harus dipenuhi adalah taraf signifikansi

indeks Barlett Test of Sphericity tidak lebih dari’ 0,05.Sedangkan kriteria
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penentuan item memiliki validitas yang baik apabila muatan faktor lebih dari
0,71 termasuk dalam kategori sangat baik, muatan faktor lebih dari 0,63
termasuk kategori baik, muatan faktor lebih dari 0,55 tergolong cukup, dan
muatan faktor lebih dari 0,45 tergolong sedang, serta muatan faktor kurang
dari 0,32 tergolong kurang baik (Kaiser dalam Setiadi, 1992 : 259).

Memperhatikan ketentuan analisis kuaﬁtas validitas = instrumen
penelitian tersebut di atas, maka penafsiran basil analisis validitas setiap
instrumen adalah sebagai berikut ini:

Memperhatikan ketentuan analisis kualitas validitas instrumen
penelitian ters-ebut di atas, maka penafsiran hasil analisis validitas setiap
instrumen adélah sebagai berikut ini:

1). Pengujian Validitas Instrumen Kinerja Pendidikan R

Instramen variabel Y dalam penelitian ini mengungkap kinerja
pendidikan yang Vterdi'ri' 3 sub. vaﬁa_bel yéitu penyelenggaraan pendidikan
terdiri 10 item, pelaksanaan PAKEM oleh guru sebanyak 10 item, dan

pelaksanaan PAKEM oleh Slswa menggunakan 14 item. Instrumen ini akan |

_digunakan untuk mengukur kinerja penchdlkan

Setelah dllakukan pengujian dengan analms faktor
meliggunakan Program SPSS versi 11 for windows diperoleh hasil
masmg—masmg sub variabel sebagai benkut |
a). Indeks Kalser Meyer Olkins Measure of Sampling Adequacy sub -

variabel penyelenggaraan pendidikan sebesar 0, 682, sub variabel
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pelaksanaan PAKEM oleh guru sebesar 0,847, dan sub varniabel
pelaksanaan Pakem oleh siswa sebesar 0,805.

Hasil ini memberikan memberikan gambaran bahwa hasil sebaran
skor ujicoba instrumen variabel kinerja pendidikan ini memenuhi
persyaratan untuk dianalisis menggunakan analisis faktor, oleh
karena itu perlu diuji persyaratan valiciitas mstrumen ini dengan
menggunakan kriteria selanjutnya.

Hasil analisis faktor instrumen variabel kinerja menggambarkan
‘communality (muatan faktor) setiap butir yang ada dalam
instrumen. Muatan faktor (commupali;jz) yang dmullkl oleh setiap
butir dalam suaty instrumen menunjukkan validitas yang terdapat
pada butir yangbersangkutanHasﬂ analisis fakfor instrumen
variabel kinerja masing-masing sub variabel penyelenggaraan
pendidiké:i? pelaksanaan PAKEM ,6’165_ guru VdanA pélak.;;aliaan

PAKEM oleh siswa dapat diperhatikan pada bagian berikut ini :

. .. Tabel.3 - ‘ .
Kualitas Instrumen Penyelenggaraan PendidikanKinerja
[No |Item - . | Muatan Faktor = | Kualitas Validitas
1. I1 - 10,808 Sangat baik -
2. I2 0,662 Baik
3. 13 . 10,873 , Sangat Baik
4. 14 |0798 | Bak _
5. 15 o 0,806 - | Sangat Baik
6. 16, ) 0,860 - | Sangat Baik
7. 7 - --710637 | Baik .
" 8. I8 0,685 Baik
9. . |9 - 10,890 Sangat Baik :
10. [110 - 0,884 : Sangat Baik

: Smnber: Data Ujicoba Instrumen Peneliﬁa:i
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Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa semua item
dalam instrumen sub variabel penyelenggaraan pendidikan validitas
yang baik dan memenuhi persyaratan sebagai bagian instrumen yang
layak untuk digunakan pengambilan data dalam proses penelitian.

Pengujian validitas dengan analisis faktor dilakukan juga
untuk instrumen sub variabel pelaksanaan PAKEM oleh guru yang
merupakan bagian dari kinerja dalam bidang pendidikan. Sub variabel
ini diungkap dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 10
item, Setq[ah diuji dengan menggunakan analisis faktor diperoleh
hasil yang dapat diperhatikan (ialam bagian berikut ini:

| Tabel. 4

- Kualitas Instrumen Pelaksanaan PAKEM Olch Guru
No Item Muatan Faktor Kualitas Validitas
L .u 0905 . | Sangat bak
2 |2 0777 | Sangat Baik
3. 13 08% Sangat Baik _
R 7 0;3‘65 — “Sangat Baik
5. I5 . AO,;I5-9- — Sangat Baik
Te. |16 - 10,806 -~ | Sangat Baik
717 0,925 Sangat Baik
8. 18 10,877 Sangat Baik
5[ . [0728 . | SangaiBak
0. |10 0,885 . Sangat Baik

. Sumber: Data Ujicoba Instrumen Penelitian
Hasil analisis “validitas tersebut di atas da_pz;t, memberikan

gambaran teméhg kualitas insinimen‘ sub variabel pelaksanaan
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PAKEM oleh guru yang terdiri dari 10 item memiliki muatan faktor
yang berbeda, namun apabila kita lihat dari kategori kualitas setiap
item semua tergolong sangat baik. Hal ini dapat diartikan bahwa
kualitas instrumen sub variabel ini sangat baik untuk mengumpuikan
data penelitian.

Sub variabel yang ketiga dalam vériabel kinerja pendidikan
vaitu pelaksanaan PAKEM dari aspek siswa. Sub variabel ini diukur

dengan menggunakan 13 item yang terdiri dari 4 option. Hasﬂ

analisis faktor yang digunakan mengukur kualitas instrumen dari sisi

validitas dapat diperhatikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 5

Kualitas Instrumen Pelaksanaan PAKEM dari Aspek Siswa
No Item _Muatan Faktor = | Kualitas Validitas
L |0 - [0719 - . | Sangatbak .
2. 2 0,792 - . | Sangat Baik-

3. |13 0676 | Bak

4 |14 [0763 .. |SangatBak
T T [0823 | SamgatBak
6 |16 - 10776 - |SangatBaik
7. (17 0616 |Bak
8. 18 0,881 - .| Sangat Baik
R 0,795 | Sangat Baik
10, ] TI0 0,365 | Sangat Baik
T 1T - - {0799 Sangat Baik
2. |12 o745 - Sangat Baik
13 |13 0830 . |SampatBak

Su_mber: Data Ujicoba Instrumen Peneliﬁaﬁ
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Hasil analisis validitas tersebut di atas dapat memberikan
gambaran tentang kualitas instrumen sub variabel pelaksanaan
PAKEM dari aspek siswa yang terdin dari 13 item memiliki muatan
faktor yang berbeda, namun apabila kita lihat dari kategori kualitas
setiap item 11 tergolong sangat baik, dan 2 item memiliki mautan
faktor baik. Hal ini dapat diartikan bahﬁa kualitas instrumen sub
variabel ini sangat baik untuk mengumpulkan data penelitian.

2). Pengujian Validitas Instrumen Pemahaman Regulasi (X1)
Instrumen variabel X1 rdalam penelitian ini mengungkap
pemahaman .regulasi yang terdiri 10 item dengan 4 option.
Setélah dilakukan pengujian dengan analisis faktor menggunakan
Prdgra;n{ SII’SS'vérSi‘ 11 for windows diﬁero!éh hasii Iﬁasiﬁé-masing sub
variabel scbagai berikut:
a). Indeks Kaisé;-' Meyef Ol}cihs Measure of Sampling Adequacy-
variabel pemahaman regulasi sebesar 0,801.
Hasnl un mcmbenkan membenkan gambaran bahwa hasil sebaran
skor ll_]lCOba instrurmen vanabel pemahaman regula31 ini
' memenulu persyaratan untuk dianalisis menggunakan anahsxs
. faktor, oleh karena itu perlu diuji persyaratan validitas instrumen
" ind dengan-mengguﬁakan kriteria sclanjﬁmya. |
- b). Hasil aﬁalisis faktor instrumen van'abei kinerja menggambarkan

communality (muatan faktor) setiap butir yang ada dalam
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instrumen. Hasil analisis faktor instrumen variabel pemahaman

regulasi dapat diperhatikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 7
Kualitas Instrnmen Pemahaman Regulasi

No Item Muatan Faktor Kualitas Validitas
1. Il 0,768 ! Sangat baik
2. 12 0,727 Sangat Baik
3. I3 0,645 Baik

4, 14 0,786 Sangat Baik
5. 15 0,800 Sangat Baik
6. 16 0,852 Sangat Baik
7. 17 0,899 Sangat Baik
3. I8 ] 0,916 - - | Sangat Baik
9. 19 0,931 Sangat Baik
10. 110 0,867 Sangat Baik

Sumber: Data Ujicoba Instrumen Penelitian
Tabel di atas .dapat dijelaskan ‘bahwa semua item dalam

instrumen variabel pemahaman regulasi pendidikan validitas yang

sangat baik dan memenuhi persyaratan scbagai-instrumen yang layak-

untuk digunakan pengamwan data dalam pros&s penelitian. |

3). Pengujlan Validitas Instrumen Mane_]emen Orgamsam (X2)

Instrumen vanabcl X2 dalam penehnan ini mengungkap'

mane_;emen orgamsam yang'terdjri 17 item denga'n 4 option."
Setelah dilakukan pengujlan dengan analisis faktor menggunakan
Program SPSS’ versi H jbr wmdows dlperoleh hasﬂ masmg—masmg sub

variabel sebagai ben"kut

a). Indeks Ka:ser Meyer OIbns Measure of Samp!mg Adequacy

varlabel pemahaman regulas; sebesar 0,836. -
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Hasil ini memberikan memberikan gambaran bahwa hasil sebaran

skor ujicoba instrumen variabel pemahaman regulasi ini

memenuhi persyaratan untuk dianalisis menggunakan analisis

faktor, oleh karena itu perlu diuji persyaratan validitas insttumen

ini dengan menggunakan kriteria selanjutnya.

'b). Hasil analisis faktor instrumen variabel manajemen organisasi
menggambarkan communality (muatan faktor) setiap butir yang
ada dalam instrumen, Hasil analisis faktor instrumen variabel
mengj_emen organisasi muatan faktor masing-masing item dapat
diperhatikan dalam tabel berikut ini :
| © Tabel. 8
--- _ Kualitas Instrumen Mancjemen Organisasi -

No Ttem Muatan Faktor Kualitas Validitas

1. 1 0,739 Sangat baik
2. 12 10,862 Sangat Baik )
3. I3 0,727 Sangat Baik

A4, 0 114 0,777 Sangat Baik
5. 115 10,828 - _ | Sangat Baik
6. - |16 - 0,838 .} Sangat Baik
7. 17 0,740 Sangat Baik
8. 18 0,926 - Sangat Baik

AN 10,893 - - | Sangat Baik
10. 110 0,880 Sangat Baik
11. I11 0,680 Baik

112, | 112 . 0,667 Baik |

113..- 113 0,867 Sangat Baik
14, 114 - 0,664 Batk -

1 15.... {115 0,686 Baik
16. “[116" 0,865 Sangat Baik
17. 117 0,793 Sangat Baik

Sumber: Data Ujicoba Instrumen Penelitian
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Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa semua item dalam
instrumen variabel manejemen organisasi validitas yang baik dan
sangat baik serta memenuhi persyaratan sebagal instrumen yang layak
l‘mtuk digunakan pengambilan data dalam proses penelitian.

4). Pengujian Validitas Instrumen Responsibititas (X3)

Instrumen variabel X3  dalam pé;leﬁtian ini mengungkap

* responsibilitas yang terdiri 10 item dengan 4 option.
Setelah dilakukan pengujian dengan analisis faktor mengghnakén
Program SPSS versi 11 for windows diperoleh hasil masing-masing sub

variabel seba;gai berikut:
a). Indeks Kaiser Meyer Olkins Mea@re of Sampling Adeqyacy
variabel pcmahaman'regulasi sebesar 0,801. o

Hasil mi memberikan mexﬁbaikan gambaran bahwa hasil sebaran
skor ujicoba instrumen vaﬁabel pemahaman regulasi ini
memenuhi persyarétan untuk dianalisis menggunakan analisis
faktor, oleh karena itu perlu diuji persyaratan validitas instfumen

ini den_gan menggunakan kn'teﬁz_;_ selanjutnya.

b). Hasil analisis faktor instrumen variabel manajemen orgéﬁisaéi

menggambarkan communality (muatan faktor) setiap butir yang

ada dalam instrumen. Hasil analisis faktor instrumen variabel
. menejemen organisasi muatan faktor masing-masing item dapat

" diperhatikan dalam tabel berikut ini :
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Tabel. 9

Kualitas Instrumen Resposibilitas
No Item Muatan Faktor Kualitas Validitas
1. I1 0,756 Sangat baik
2. 12 0,742 Sangat Baik
3. 13 0,714 Sangat Baik
4. I4 0,721 Sangat Baik
5. I5 0,821 ‘ Sangat Baik
6. 16 0,678 Baik
7. I7 0,820 Sangat Baik
8. 18 0,868 Sangat Baik
9. I9 0,799 Sangat Baik
10. 110 0,386 Sedang

Sumber: Data UleOba Illstrumen Penehtlan

Tabel di atas dapat dgelaskan bahwa semua item dalam

instrumen variabel manejemen organisasi validitas yang sedang, baik
dan sangat baik serta memenuhi persyaratan sebagai instrumen yang

layak untuk digunakan pengambilan data dalam proses penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas instrumen dalam suatu penelitian sangat peclu

dilakukan kérena reliabilitas berkaitan denga -taraf “keajegan” dan taraf

kepercayaan terhadap instrumen tersebut. Menguji teliabilitas alat ukur

sama dengan menguji konsistensi.
Instrumen dalam penehtlan 1111 masmg—masmg mermlxkx leblh dari
dua alternatif jawaban yang betjenjang, _maka peugujlan rehablhtas

instrumen dapat digunakan dengan proses SPSS
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Penentuan tingkat reliabilitas instrumen menurut Fernandes dalam
Saifudin Azwar (1995 : 29) dinyatakan bahwa reliabilitas instrumen dapat
diterima apabila memiliki koefisien reliabilitas minimal 0,5. Hal ini
mengandung pengertian bahwa suatu instrumen dapat digunakan sebagai
pengumpul data yang handal, apabila memiliki koefisien reliabilitas dapat
dipergunakan kategori reliabilitas dengan rentangan sebagai berikut :
Koefisien 0,81 — 1,00 tergolong sangat tinggi
Koefisien 0,61 — 0,80 tergolong tinggi
Koeijsjen 0,_51_1 — 0,60 tergolong cukup
Koefisien 0,21 — 0,40 tergolong rendah
Koefisien 0,00 — 0,20 tergolong sangat rendah.

(Suharsimi, 1997 : 123).

Mengacu pada krirteia di atas, maka dapat dilakukan uji reﬁabilitas

instrumen penelitian sebagai berikut:

~ 1). Pengujian Reliabilitas Instrumen Kinerja Pendidikan (Y)

Instrumen variabel Y dalam penelitian ini nien@mgkap

kinerja pendidikan yang memiliki t ga sub variabel yaitu sub variabel

penyelenggaraan pendidikan, sub variabel pelaksanaan PAKEM oleh
guru, dan sub variabel pelaksanaan PAKEM oleh siswa. Ketiga sub
variabel ini masing—masin,;g diungkap dengan mengguﬁakan iO iteni,
10 item, dan 13 item. Instrumen ini akan digunakan untuk mengukur

" kinerja pendidikan yang diuji reliabitasnya menggunakan program




63

SPSS dengan formula Koefisien Alpha. Hal ini karena instrumen ini
memiliki jawaban yang berjenjang dengan option lebih dari 2.

Hasil analisis reliabitas sub variabel penyelenggaraan
pendidikan diperoleh koefisien Alpha sebesar 0,9421, sub variabel
pelaksanaan PAKEM oleh guru diperoleh koefisien Alpha sebesar
0,7990, dan sub variabel pelaksanaan PAKEM oleh siswa sebesar
10,8388 yang berarti masuk pada kategori memiliki reliabilitas sangat
tinggi, sehingga layak digunakan untuk mengumpulkan data.

2). Pengujian Reliabilitas Instrumen Pemahamgg Regulasi (X1)
Instrumen variabel X1 dalam péneliﬁan ini mengz—mgkap

pemahaman regulasi yang memiliki 10 1tem Instrumen ini yang dinji

rchabltasnya menggunakan program SPSS dengan formula Koeﬁsnen'

Alpha, Hal ini karena instrumen ini mcnnhkl Jawaban yang
berjenjang dengan option lebih dan2 - 7

Hasil analisis reliabitas dlperolch koefisien Alpha sebesar

0,8050 yang berarti masuk pada kategon memlhkl rehabllltas sangat‘-_

tmggl, sehingga layak ngunakan untuk mengumpulkan data. .

3). Pengupan Rehablhtas Instrumen Manqcmen Organisasi (X2) -
Instrumen variabel X2 dalam penelitian ini mengungkap
pemahaman regulasi yang memi]iﬁ 17 it_émt Iﬁs‘_trpmen ini yang dmp
reliabitasnya mengglmakan progmm SPé SV. dengan formula.Koeﬁ;sie.n
Alpha Hal ini karena instrumen ini memiliki. jawaban yang

berjenjang dengan optlon Ieblh dari 2.
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Hasil analisis reliabitas diperoleh koefisien Alpha sebesar
0,8251 yang berarti masuk pada kategori memiliki reliabilitas sangat
tinggi, sehingga layak digunakan untuk mengumpulkan data.

4). Pengujian Reliabilitas Instrumen Responsibilitas (X3)

Instrumen variabel X3 dalam peneliian ini mengungkap
pemahaman regulasi yang memiliki 10 item. Instrumen ini yang diuji
reliabitasnya menggunakan program SPSS dengan formula Koefisien
Alpha. Hal ini karena instrumen ini memiliki jawaban yang
berjenjang dengan option lebih dari2. S

Hasil analisis reliabitas diperoleh koefisien Alpha sebesar
0,8992 y'ang berarti masuk pada kategori memiliki reliabilitas sangat

tinggi, sehingga.layak digmakan untuk mengumpulkan data.

G. Tekmk Analisa Data

Metode analisa data dalam penulisan ini adalah :

‘& Analisa data kuantitatif, yaitu menggunakan analisa tabel silang yang.

dilengkap statistik deskriptif bila diperiukan.
b. "Anlisis data kuilitaif, yaitu ik penlazhan dalam bentuk ursisn
atau penggambaran untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif,
terutama untuk menganalisa data yaﬁg bukan berbentuk angka. Anallsa;

tersebut_ terdiri dari :

1. Diskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk menyajikan

data-data yang berupa konsep dari kedua sumber data tersebut..
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2. Deduktif, yaitu metode yang bertitik tolak dan suatu pengamatan
terhadap persoalan yang bersifat umum kemudian ditarik ketentuan
yang bersifat khusus untuk kesimpulan tertentu

3. Induktif, yaitu metode yang bertitik tolak dari suatu pengamatan
terhadap persoalan yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu
ketentuaﬁ yang bersifat lebih umum. |

4. Logis sistemik, yaitn dalam menyampaikan diskripsi tersebut dengan
menggerakakan prinsip-prinsip logika dan melihat masalah tersebut
secara keseluruhan yang terdin dari komponen-komponen yang
saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam kaitannya
dengan tujuan-tujuan tertentu.!’ Dalam hal ini, peraturan, dan

variabel- variabel lainnya.

7 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, -
Yogyakarta, 1987. him. 23
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Deskripsi masalah pendidikan dapat dilakukan dengan melihat pendidikan
sebagai suatu sistem. Sebagai suatu sistem, pendidikan memiliki klor'nponen
tujuan, guru, siswa, dan sarana prasarana. Komponen-komponen yang ada dalam

sistem pendidikan ini memiliki kaitan satu dengan lainnya. Keunggulan yang_ada

pada salah satu komponen akan memberikan kontribusi yang positif. f;rhadap-

komponen-komponen lainnya, begitu juga sebaliknya kelemahan yang ada dalam
suatu komponen akan memiliki pengaruh terhadap kompdnen lainnya.

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, pendidikan memiliki jenj'ang yang

berkelanjutan yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidika'ﬁ '
tinggi. Jenjang pendidikan dasar akan memberikan landasan untuk pendidi‘kan“ :'

ménegah, sedangkan pendidikan menengah akan menjadi dasar untuk menempuh' ‘

pendidikan tinggi. Séhingga kualitas pendidikan dasar akan menentukan
kelancaran dalam pencapaian tujuan pendidikan menengah, dan selanjutnya akan
menentukan pencapaian misi pendidikari tinggi.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka pada bagian ini akan

disajikan deskripsi kondisi pendidikan di Kabupaten Banjarnegara.
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Kualitas penyelenggaraan sekolah dasar dipengaruhi oleh faktor

pendidikan terutama adalah jumlah dan sebaran sekolah dasar, jumlah guruy,

dan sarana prasana pendidikan. Sebagai gambaran kualitas pendidikan dasar

yang ada di lokasi penelitian secara berurutan di sajikan dalam bagian berikut:

a. Keadaan Jumlah Sekolah Dasar

Jumlah sekolah yang terdapat suatu ‘daerah akan memberikan

gambaran tentang ketersediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan yang

mefupakan séiﬁh satu  ukuran teﬁfang kualitas pényelenggaraan

pendidikan. Hal ini dapat dipahami bahwa dengan tersedia gedung-gedung

penyelenggaranaan pendidikan yang dekat dengan tempat tinggal siswa

akan memberikan dampak yang positif untuk meningkatkan partisipasi

pendidikan pada anak-anék usia sekolah. Berikut ini disajikan gambaran

jumlah sekolah dasar di Kabupaten Banjarnegara.

Tabel: 10 .

Jumlah Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah
i - Negeri - ‘Swasta TR
No | Jenis Pendidikan Pagi Sore | Pasi Sore Jumlah
1. [SD 422 |7 16 : 445
2 | MI 36 |- 22 66 124
| Jumlah 498 |7 38 66 698

Sumber : Dokumen Depdiknas Kab, Banjarnegara, 2002
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b. Jumlah Kelas Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah
Jumalah kelas yang ada pada sekolah memberikan gambaran
tentang daya tampung yang dimiliki oleh lembaga pendidikan, semakin
besar jumlah kelas yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan
menunjukkan daya tampung cukup besar, sebaliknya jumlah kelas yang
kecil memberikan petunjuk daya tampung yang dimiliki sedikit, Berikut

ini gambaran jumlah kelas untuk sekolah dasar dan madrasah Ibtidaiyah:

Tabel: 11
Jumlah Kelas Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah
No | Jenis Pendidikan Neg_eri Swa.sta Jumlah
Pagi Sore Pagi Sore
. |SD. 2423 |40 128 - 2591
12 |MI 204 |- 126 394 | 724
Jumlah | 2623 |40 154 394 3317

Sumber Dokumen Depdlknas Kab. Banjamegara, 2002

Tabel d1 atas membenkan gambaran bahwa ]umlah kelas yang
tersé_dla untuk sek_olah dasar sebesar 3317 kelas, apabila dibandingkan
-dengan jufnlah_ seki;léh sébesar 698 ‘sekolah. Apabila dicermati jumlah
“kelas untuk SD négeri- sebesar 429 der-lgan jumlah kelas -2823, maka dapat
diperhitung jumlah rata-rata kelas riil yang ada di sekolah dasar negeri
schesar 6,58 kelas. Hal berarti setiap sekolah dasar negeri rata-rata
: merﬁilikj 16,758 kelas. Sédangkan sekolah dasar swasta yang terdiri | 16
déngal-l jumlah kelas 128 berarti memiliki raté-rata— jumlah kelas riil

 sebesar 8 kelas setiap sekolah.
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Madrsah Ibtidaivah dengan jumlah sekolah 124 dengan memiliki
jumlah kelas 724, apabila dihitung rata-rat jumlah kelas setiap sekolah
adalah 5,84 kelas. Hal ini mengandung pengertian bahwa tidak setiap
Madrasah Ibtidaiyah memiliki kelas yang utuh mulai kelas I sampai

dengan kelas VL.

. Keadaan Jumlah Guru

Guru adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam
-- Iﬁroscs pét-‘nbela‘tijé;a-n .Qéng éathpai saaat 1m kedﬁdulééﬁnya fidak dapa:c
digantikan dengan media lain. Oleh karena itu jumlah guru yang
dibutuhkan di mestinya minimal sama dengan jumlah kelas yang ada di

sekolah. Berikut ini disajikan gambaran jumlah guru di sekolah dasar dan

" madrasah ibtidaiyah:
- Tabel: 12
Jumlah Guru Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah
No | Jenis Pendidikan Neg_en Swa.Sta -+ Jumlah
. Pagi = | Sore | Pagl Sore

1. -|{SD 2449 142 1135 - - 2606
2 MI | 196 |- 111 277 584
Jumlah 2645 |42 (226 | 277 3190

Sumber : Dokumen Depdiknas Kab. Banjaregara, 2002

Tabel di atas memberikan gambaran tentang jumlah gura yang dimiliki
oleh sekolah dasar negeri 2491 dengan jumlah kelas 2823. Hal ini

menunjukkan bahwa secara keselurghan .'c_li Kabupaten Banjarnegara




70

jumlah guru sekolah dasar masih mengalami kekurangan 332 guru.
Sedangkan untuk sekolah dasar swasta dengan jumlah kelas 128 memiliki
guru sejumlah 135, hal ini menunjukkan sekolah swasta jumlah gurunya
sudah memenubhi syarat.

Sedangkan untuk Madrasah Ibtidaiyak negeri dengan jumliah
sekolah 204 yang memiliki guru 196 berarti juga mengalami kekurangan

8 guru. Madrsah Ibtidaiyah swasta dengan jumlah kelas sebesar 520

memiliki gurn sebesar 388, keadaan ini menunjukkan madrsah ibtidaiyah

;swasta masih mengaiémi kekurangan yang cukup yaitl.i 132 orang.

. “Keadaan Sekolah Menengah Lanjutan Pertama

Sekolah Laﬁjutan.Tingkat Pertama atau SLTP merupakan jenjang
pendidikan yang merupakan kelanjutan dari sekolah dasar maupun madrsah

ibtidaiyah. Sekolah ini akan melayani lulusan sekolah dasar maupun madrasah

- ibtidaiyah untuk dapat melanjutkan pendidikan. Berikut ini gambaran keadsan

SLTP dan Madrasah Ibtidaiyah:
. © Tabel: 13
Jumiah SLTP dan Madrasah Tsanawiyah
-| Jenis ' Negeri,' | Sﬁvasta
No. Pendidikan Pagi Sore | Pagi | Sore Jumlah
1. SLTP - 38 - |- 18 -- 156
2 |MTs -1 7 - 12 7 26
Jumlah . 45 - 30 7 |82

~ - Sumber : Dokumen Depdiknas Kab. Banjamegara, 2002
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Tabel di atas memberikan gambaran tentang jumlah sekolah menengah
tingkat pertaman yang meliputi SLTP Dan Madrasah Tsanawiyah. Jumlah
SLTP dar Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 82
sekolah. Hal ini kalau kita hitung ratio jumlah sekolah dasar yang meliputi SD
dan Madrsah Ibtidaiyah sebesar 698, maka perbandingannya adalah 1
dibanding 8,51. Sehingga untuk menampung semua lulusan yang berasal dari
sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah minimal setiap SMTP yang meliputi
SLTP dan madrsah tsanawiyah menyediakan keias rata-rata 8,51 kelas.

Sebagal l;ahanukajian beriEuf m1 fﬁéaj ikan gaﬁlbafan jﬁxﬁiah iceias yang

ada di SLTP dan Madrasah Tsanawiyah:

Tabel: 14 :
Jumlah Kelas SLTP dan Madrasah Tsanawiyah
| T - Negeri Swasta _
_-No | Jenis Pendidikan Pagi | Sore | Pagi | Sore Jumiah
1. SD 586 {162 - 748
2 MI 58 - 98 301 457
Jumlah | 644 160 [301 |1205 -

Sumber : Dokumen Depdilé:a; Kab. Banjarnegara, 2002
. Jumlah kelas yang ada berdasarkan’ tabel di atas dapat diperhatﬂcan

sebesar 1205 kelas yang meliputi tingkat L, I, dan tingkat III. Sehingga kalau

diperhatikan jumlah kelas yang ada ini jumlah seluruh tingkat, sedangkan

apabila akan mengkaji daya tampun setiap tahun mestinya secara kasar harus

dihitung deﬁgan membagi tiga jumlah kelas yang ada. Apabila__ dibagi -3
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jumlah kelas yang merupakan gambaran daya tampung adalah sebesar 401,67
kelas.

Jumlah ini jika dibandingkan dengan jumlah SD dan Madrasah

Ibtidaiyah yang setiap tahun diasumsikan meluluskan 1 kelas jumlah lulusan

~ sebesar 698, maka jumlah lulusan SD dan Madrasah yang tidak tertampung di

SLTP dan Madrasah Tsanawiyah sebesar 296,33 kelas atau sebesar 42,45%.

B. Desknpm Vanabel Penelitian
Penelman ini mencakup empat vanabel utama yaitu Kinerja pendzdlkan,
pcmahaman regulasi, organisasi manejemen, dan responsibilitas. Pada bagian ini
- akan disajikan Hasil-hasil penelitian untuk setiap variabel penelitian,

1. Deskripsi Variabel Kinelja. Pendidikan

 Variabel kinerja pendidikan dalam penelitian ini dikaji dari tiga sub

variabel yaitu sub variabel peﬁyelengga:aan pcndidjkah, aktivitas guru dalam
) pél'aksanaén PAKEM, Haﬁ aktmtas SisWa dalam pclaksanéah-PAKEM
Masmg-masmg sub vanabel ini akan dldesknpsxkan secara, berurutan
daiam bagxan—baglan benkut ini: |
. a. Penyelenggaraan PEIldldlkall

Penyelenggaraan pendldlkan dalam penelltlan ini dlungkap dengan

""ménggunakan 10 item” yang masmg—masmg mcnggunakan 4 optlon




73

Berdasarkan instrumen ini dapat dideskripsikan masing-masing item
sebagai berikut:
1). Usaha Sekolah dalam Pencapaian Visi dan Misi

Setiap sekolah memiliki visi yang merupakan acuan untuk
menyusun program jangka panjang oleh- sekolah dan misi adalah
merupakan penjabaran dari vist yang lebih operasional sebagai acuan
penyusuna tujuan jangka pendek yang ada pada sekolah. Selain itu visi
dan misi yang dimiliki sekolah juga dl_]adzkan sebaga1 barometer terhadap
kualitas pcnd1d1kan yang telah dicapai olch sekolah Pada umumnya setlap _
sekolah memiliki upaya yang berbeda dalam pencapaian visi dan misi
" yang dirumuskan.

Hasil pénelitian yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten
Banj amegara'_térl'lzida.p upéya yang dilakukan sekolah dalam mencapai visi

_ dan'misi dapat dideskripsikan sebagai berikut:

. Tabei 15 :
DeSkI‘lpSI Upaya Sekolah Dalam Pencapaian VlSl dan Misi

[No - Katcgorl -+ | Frekuensi Prosentase

1. Sama Sekali 72 67.9%

2. - | Baru sedikit 31 29,3%
1.3. | Sebagian besar 3 2,8%

4. Sudah sepenuhnya | 0 0%

Total ) 106 100%

Sumber; Instrumen Penyelenggaraan Pendidikan Item 1-4
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Tabel di atas dapat ditafsirkan bahwa upaya yang dilakukan oleh
sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara dalam upaya
mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan, sebagaimana yang
tertuang dalam instrumen penelitian item 1 sampai dengan 4 dapat dilihat
bahwa 67,9% masih masuk dalam kategori belum memiliki upaya sama
sekali untuk mewujudkan visi dan misi sekolah, 29,3% dalam kategori
memiliki sedikit upaya untuk mencapai visi dan misi sekolah, dan hanya
2,8% vyang masuk dalam kategori memiliki sebaglan besar aktivitas
sekolah diarahkan untuk mencapai visi dan misi sekolah, serta tidak ada
yang aktivitas sekolahnya sepenuhnya untuk mencapai visi dan misi
| sekoiéil.‘ '

Hasil di Iatas menunjukkan bahwa sekblah yang ada di Kabupaten

Banjéﬁlégara baik tingkﬁt 'éekolah‘dasar éekdlah lanjutan tingkat pertama,

: maupun sekolah Ian;utan tmgkat atas masih perlu menmgkatkan upaya .

dalam memngkatkan pcncapalan visi. dan misi sekolah

2) Deskr1ps1 Slnergl Keglatan Komponen Sekolah

Sekolah adalah salah satu bentuk orgamsas: yang memllﬂq
) .komponen-komponen kepala sekolah,— guru, siswa, sarana prasarana,
tujuan “dan lmgkungan ‘sekolah. Komponen-komponen yang ada di

' seko}ah ini" harus mem111k1 aktivitas yang memiliki peran  saling
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Tabel yang disajikan di atas memberikan gambaran tentang
pérumusan tujuan yang dilakukan sekolah di Kabupaten Banjamegara
27.4% sama sekall belum operasional, 51,9% tujuan yang dirumuskan
baru sedikit yang operasional, 19,8% sebagian besar tujuan sekolah telah
dirumuskan secara operasional, dan hanya 0,9% sekolah telah sepenuhnya
mampu merurnuskan tajuan secara oberasional, sehingga kegiatan yang
dilakukan sckolah dapat mengacu pada tujuan yang ada, selain itu fujuan

yang dirumuskan secara operasional akan lebih mudah proses pengukuran

‘Keberhasilan atau tingkat pencapaiannya.

Keadaan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah yang

ada di Kabupaten Banjarnegara. hampir 80% belum merumuskan tujuan

- secara operasional agar dapat diukur secara tepat, realita ini memberikan

- gambaran bahwa tujuan yang dtgunakan oleh guru masih belum Jelas ,

schmgga pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sulit untuk chukur

5 ) DesknpSI Kcselmbangan Kegiatan Sekolah
Kegiatan yang dﬂaksanakan mencakup berbagat Jems kegxatan '

yang terdiri dari kegxatan'~1n1;rakunkuler, 'kokunkulcr, dan ekstra kurikuler-

pada prinsip dlarahkan untuk mecapal tu]uan yang telah - direcmuskan.

" Berbagai macam kcgiatan yang telah dlrcncanakan harus dllaksanakanv_ -

secara seimbang. Kescimbangan kegiatan anng dirumuskan akan
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50,9% sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara pemahaman guru
dan penyelenggaranya terhadap tujuan berada pada kategori sedikit
memahami, sedangkan komponen sekolah yang memiliki pemahaman
sebagian besar tujuan sekolah di Kabupaten Banjarnegara sebesar 22.6%,

serta unsur sekolah yang memahami sepenuhnyé tujuan sekolah tidak ada.

4). Deskripsi Operasionalisasi Tujuan Sekolah
% Tujuan yang dirumuskan oleh sekolah pada dasarnya sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan yang ada di sekolah. Oleh karena itu setiap
tujuan yang dirumuskan sekolah harus disusun secara operasional, agar
dapat lebih mudah dilaksanakan dan lebih mudah untuk diukur tingkat
ﬁencapaiannya. Sekolah yang merumuskan tujuan secara operasional akan
membenkan kemudahan terhadap semua komponen sekolah untuk
| men]abarkan dalam kegzatan yang 51fatnya lebih operaswnal Selain itu
- prosgs pengukuran kebcrhasﬂz_m yang dilakukan oleh pimpinan yang ada
| "di" sekolah dapat dilaksanakan secara_t tepat. Berdasarkan instrumen
penelitian dapat dideskripsikan sebagai berikut:
Tabel: 18
Dgs_kn'psi Operasionalisasi Tujuan Sekolah
- [ No | Kategori ' Frekuensi . ‘Prosentase
1. Sama Sekali 29 - | 27.4%
2. | Baru sedikit |55 . 51,9%
3. Sebagian besar 21 19,8%
4. Sudah sepenuhnya 1 0,9%
Total 106 - 100%

Sum_ben Instrumen Penyelenggaraan Pendidikan Item 7
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Tujuan atau misi yang dimiliki suatu sekolah merupakan bagian
yang sangat strategis, karena tujuan yang sudah dirancang akan
mérupakan acuan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh semua
komponen sekolah. Pemahaman terbadap tujuan yang dicanangkan oleh
sekolah mempengaruhi arah dan jenis serta kualitas kegiatan yang
dilaksanakan setiap komponen. Oleh karena itu sosialisasi tujuan yang
dilakukan oleh sekolah terhadap semua komponen baik penyelenggara
maupun guru serta siswa ini sangat penting. Bagian ini disajikan deskripsi
pemﬁhaman kdmponen Vs'ekolégi terhadap tujuéﬁ yang dicanﬁngkan

sekolah.

Tabel: 17 .

Deskripsi Sosialisasi Tujuan Sekolah
No | Kategori - - .| Frekuensi Prosentase
1. Sama Sekali 28 264%
2. Baru sedikit 154 50,9%:
3. | Sebagianbesar. |24 . . 2,8% -
4. |Sudahsepenuhnya [0 -~ .- 1 0% - . .
Total 106 100%

Sumber Instrumen Penyetenggaraan Pendldlkan Item 6

Sajlan hasﬂ anahsls data di atas menunjukkan bahwa proses
sosialisasi tujuan yang dimiliki sekolah terhadap semua komponen sekolah
belum memenuhi sasarari yang- optimal.- Hal ini didasarkan pa{da deskripsi

data yang menunjukkan 26 4% sekolah memberikan informasi bahwa

. komponen sama sekali belum memaharm tujuan yang d1m1hk1 sekolah, -
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mendukung dalam rangka pencapaian visi dan misi sekolah. Berikut ini

dapat di deskripsikan tentang sinergi komponen yang ada di sekolah,

Tabel: 16
Deskripsi Sinergi Komponen Sekolah

No { Kategori Frekuensi Prosentase
1. Sama Sekali 31 ' 29,2%

2. Baru sedikit 55 _|.51,9%

3. Sebagian besar 18 17,0%.

4, Sudah sepenuhnya | 2 1,9%
Total 106 100%

Sumber: Instrumen Penyelenggaraan Pendidikan Item 5

Hasil analisis data penehtlan di atas membenkan gambaran bahwa
sinergi komponen yang ada di sekolah di Kabupaten Banjarnegara baru
1,9% sekolah yang komponennya sudah sepenuhnya memiliki sinergi,

sekolah yang yang komponennya sebagian besar memilhiki sinergi

" aktivitas "baru sebesar -17%, sedangkaﬁ' -sekolah yang sebagian kecil

komponenya memiliki sinergi sebesar 51,9%,‘ serta 29,2% sekolah yang

korhponennya saina- sekali tidak mémiliki sinergi dalam melakukan

aktlwtas untuk mencapal v:s1 dan misi sekolah

' Fakta d1 atas membenkan mformasx bahwa smerg1 akt1v1tas yang

dilakukan sckolah yang ada di Kabupaten Banjarneagara apabila dicermati

masih dalam kategori .yarig tnemprihatinkan karena kurang lebih 80%

sekolah yang ada masih memiliki siﬂergi yang sangat rendah.

.3). Deskripsi Sosialisasi Misi Sekolah

(U5 T-PUSTaH-EREIP)
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memberikan hasil optimal dalam pencapaian visi dan misi yang dimiliki

sekolah.

Tabel: 19

Deskripsi Keseimbangan Kegiatan Sekolah
No | Kategori Frekuenst Prosentase
1. Sama Sekali 35 33,0%
2. Baru sedikit 55 51,9%
3. Sebagian besar 14 13,2%
4. Sudah sepenuhnya | 2 1,9%
Total ' 106 100%

Sumber: Instrumen Penyelenggaraan Pendidikan Item 9

Hasil analisis yang disajikan dalam tabel di atas dapat

diiformasikan bahwa keseimbangan pelaksanaan kegiatan pendidikan

yang ada- di sekolah Kabupaten Banjarnegara 33% berada pada kategori

sama sekali ttdak ‘seimbang, 51,9% termasuk pada kategori sedikit

seimbang, 13,2% menyatakan hampir ‘seimbang, dan 1,9% .sudah

seimbang sepenuhnya.

6. Deskripsi Efisiensi Kggiatah Program Sekolah.

Sekolah  yang merupakan organisasi selalu vdi'tu_ntut adanya

| eﬁsienéi untuk melaksanakan semua kegiatan. Dana dan sumber daya

“yang dimiliki oleh sekolah harus dimanfaatkan secara efisien, baik yang

mencakup kegiatan intra kurikuler, ko-kurikuler, maupun kegitan extra

kurikuler. Selain itu dana yang dimiliki sckoléh selain berasal dari bantuan

pcmeﬁntah untuk sekolah negeri maupun dana yang dimiliki oleh sekolah
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swasta yang berasal dari masyarakat. Hasil penelitian tentang efisiensi ini

dapat diperhatikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: 20

Deskripsi Tingkat Efisiensi Sekolah
No | Kategori Frekuensi Prosentase
1. Sama Sekali 23 21,7%
2. Baru sedikit 64 60,4%
3. Sebagian besar 18 17,0%
4. Sudah sepenuhnya | 1 0,9%
Total 106 100%

Sumber; Instrumen Penyelenggaraan Pendidikan Item 8§
Tabel di atas memberikan gambaran tentang tingkat efisiensi dan

efektivitas sekolah dalam melaksanakan program kegiatan yang ada di

sekolah 21,7% sama sekali tidak efisien, 60,4% responden memberikan - -

informasi bahwa menyatakan baru sedikit yang efisien, 17% sckolah

dalam melaksanakan kegiatan sebagian besar sudah efisieii; dan 0,9%

sekolah yang melaksanakan kegiatan sepenuhnya sudah efisien.

7). Deskripsi Relevans1 Keglatan Dengan Tuntutan Masyarakat .
Sekolah sebagai lembaga pend1d1kan yang berada dalam
masyarakat sebagai lembaga yang mestinya memberikan pelayanan dan

memberikan pertanggungjawaban pada masyarakat, karena masyérakat’ 7

adalah sebagai pemakai dan pemiliki sekolah. Sehi'n'gga. kebefflés'il'éﬁ-'yang

‘optimal sekolah ita dapat diukur dari rasa puss masyarakat pemakai
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sekolah terhadap hasil proses pendidikan yang dilaksanakan sekolah. Oleh
karena itu sekolah harus mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan

tuntutan masyarakat. Berikut ini disajikan hasil anlisis data dari responden

penelitian:
Tabel: 21 :
Deskripsi Relevansi Kegiatan Sekolah
Dengan Tuntutan Masyarakat
No | Kategori Frekuensi Prosentase
1. Sama Sekali 31 29,2%
12. Baru sedikit . 147 .| 44,4%
3. Sebagian besar 28 24,5%
4. Sudah sepenubnya | 2 _|1,9%
Total 106 100%

Sumber: Instrumen Penyelenggaraan Pendldlkan Item 10

Tabel yang tersajl d1 atas menggambarkan bahwa relevan51
pelaksanaan keg:atan sekolah dengan tuntutan masyarakat yang berada
pada kategori belum sama sekali 29, 2% sekolah, yang berada pada

kategori baru Sedlklt yang sesuau dengan tuntutan masyarakat sebesar

44 4% sckolah, yang berada pada kategon sebaglan besar sudah_sesuai

dengan tuntutan _masy_arakat _sebe_sa: 24,5_%,—.sedangkan yang sepenuhnyg
sesual dengan tuntan masyarakat hanya 1,9% sekolah. Keadaan ini
mefnberikan' pengértiaﬂ- bailwa -seba,gian besar seko_lah yahg ada di
Kabupaten B_a_.nja:ncg_a;a_‘ ma31h belum dapat memberikan kepuasan

masyarakat dalam melaksanakan kegiatan.
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Deskripsi data setiap item yang ada di atas memberikan gambaran
setiap unsur yang ada adalam penyelenggaraan pendidikan dalam rangka
melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model MBS. Bagian berikut
ini akan disajikan hasil analisis pada seluruh indikator penyelenggaraan
pendidikém dengan model MBS.

Instrumen penelitian yang terdiri 10 ifem dengan option yang
begjumlah 4 buah. Maka berdasarkan instrumen ini dapat ditentukan skor

maksimal idea! (Smaksl) sebesar 40, skor minimal ideal (Sminl) sebesar

' 10,Rentangan (R) sebesar 30, dan I_htétv_éfli 10.

‘Mengacu hasil perhitungan di atas, maka dapat dibuat kriteria

analisis deskripsi sub variabel penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai

berikut:

e . Tabek 22 | |
Kriteria analisis Sub Variabel Penyelenggaraan Pendidikan
No Kategori - | Interval .

1. - | Rendah Kurang dari 21
2. . | Cukup - |21 -30
3. Tinggi 31  keatas

Sumber: Instrumen Penelitian Item 1-10
Kriteria analisis di atas dijadikan landasan untuk menganalis data
yang dikumpulkan dalam penglitian: ini, sehingga sub ‘variabel-

penyelenggaraan pendidikan dapat dideskripsikan sebagai berikut:
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Tabel: 23
Deskripsi Sub Variabel Penyelenggaraan Pendidikan
No Kategori Interval Frekuensi Prosentase
1. Rendah Kurang dari 21 | 56 52,8
2. Cukup 21 - 30 44 41,5
3. Baik 31 keatas 6 5,7
Jumlah 106 100

Sumber: Instrumen Penelitian Item 1-10

Tabel hasil analisis yang disajikan di atas memberikan informasi
bahwa kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Banjarnegara
pabila dikaji berdasarkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah sebagian
besar masih berada pada tingkat rendah sebesar 52,8%, dan sebesar
41,5% memiliki kualitas cukup, serta hanya 5,7% yang memiliki kualitas
penyelenggaraan pendidikan yang baik. |

Fakta i-ni‘memang memberikan‘ informasi yang cukup berarti bagi

kalangan penyelenggara pendidikan maupun para pihak yang berwenang

di - bidang pendidikan. terutama Pemerintah Daerah Kabupat‘c_t}_

Banjamegara. ]
ihf;drfnasi ini dldukung oleh hasil “:f;twahcara dengan pihak terkait
terutama para penyelenggara pendidikan sebagai berikut:
Menurut Sltn yang memberikan informasi berkaitan l:dengaxll

kualitas penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

« Kualitas penyelenggaraan pcndidikan di sekolah ini, apabila |

diukur dari konsep baru tentang MBS .... Ya ma_sih ‘sangat
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kurang Pak!, Apalagi konsep itu masih baru disosialisasikan
pada sekolah tertentu. Sehingga disini akan menerapkan konsep
itu ... masih harus berjuang keras dengan berbagai
pertimbangan. Saya kira masalah ini masih sangat umum bagi
sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara™ (Hasil
salah satu penyelenggara MTs Swasta).

Hasil wawancara ini memberikan gambaran bahwa masalah
kualitas penyelenggaraan yang diukur dari konsep MBS untuk sekolah
yang ada di Kabupaten Bnjarnegara memang masih banyak sekolah yang

masih dibawah standar yang ditetapkan. Hal ini sebagian besar disebabkan

" oleh kondisi objektif yang dimiliki oleh sekolah masing-masing. Sesuai

dengan hasil wawancara terhadap beberapa pihak di berbagai sekolah

. -yang menyatakan sebagai berikut:

“Pelaksanaan- konsep. MBS  sebagai ukuran kualitas
penyelenggaraan pendidikan, saya yakin sulit untuk dilakukan
apabila kondisi. ob]ekttf yang ada di sekolah-sekolah masih
seperti sckarang -ini. - Terutama masalah kurikulum dan
pengukuran prestasi belajar masih ‘ditekankan pada  aspek
kognitif semata. Karena guru khususnya sekolah pada
umunmnya memiliki beban target untuk mencapai standar nilai
yang harus dapat bersaing dengan sekolah lain. Mana mungkin
sekolah berani meninggalkan target ini, dengan membuat
“terobosan ‘metode yang kreatif «. (Hasil wawancara dengan Bd.
B, yang didukung Hm, Bmb H, dan Ed)

Pendapat yang disampaikan oleh beberapa orang di atas,

‘memberikan infoqnasi yéng semakin jelas mereka menyadari bahwa

o “penyelenggaraan pendidikan yang adé-di sekolah tefnpat mereka berkarya

masih belum memenuhi kriteria dalam pelaksanaan MBS karena kendala-




85

kendala kurikulum, target sekolah dan pendidikan, serta kebijakan-
kebijakan yang ada di sekolah. Terutama sekolah pada tingkat dasar dan
sekolah swasta yang berada di daerah. Hal ini sesuai dengan hasil
wawancara yang pada umumnya menyatakan:

“Kami yang berada di sekolah dasar ini tidak semudah mengubah
suatu kegiatan pembelajaran yang ada pada tingkat yang lebih
tinggi. Keadaan fasilitas yang kami miliki juga belum memadai,
siswa yang masih kecil-kecil ini juga menjadi kendala yang tak
mudah mengatasinya”. (Hasil wawancara dengan SKN)

Hasil wawancara ini dfidukung oleh hasil wawancara dengan Id

yang menyatakan sebagai berikut:

“Sekolah kami ini ada di pelosok seperti ini untuk memenubhi target
yang dengan model lama saja kami belum mampu memenuhi

harapan sepenuhnya. Apalagi dengar model MBS yang sangat .

tinggi tuntutannya. Bapak dapat melihat kondisi masyarakat di
sini dengan keadaan ekonomi seperti ini anak masuk sekolah
rutin saja masih sulitnya bukan main™.

b. Pelaksanaan PAKEM Oleh Guru.

Pél&ksaﬁae_z.nPAKEMOléh Guru dalam penelitian ini diungkap

L dengan menggunakan 10 -item yang masing-masing menggunakan 4

opﬁon. Sub variabel ini dapét dirinci menjadi menjadi beberapa unsur

“yaitu aktivitas guru dalam pembelajaran, kreativitas guru dalam
pembelajaran, efektivitas guru dalam pembelajaran, dan pemgembangan

proses pémbelajaran yang menyenangkan. Berdasarkan penjelasan ini,

maka pada bagian berikut ini disajikan deskripsi masing-masing unsur:
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1). Deskripsi Aktivitas Guru Dalam Pembelajaran

Aktivitas guru dalam proses pembelajaran akan sangat menentukan
keberhasilan pembelajaran. Aktivitas ini mencakup intensitas guru dalam
menyampaikan materi pembelajaran, intensitas guru dalam memantau
proses pembelajaran, kemampuan guru dalam menyampaikan pertanyaan
yang dapat merangsang siswa, serta kemampuan guru untuk memancing
menyampaikan gagasan-gagasan. Unsur-unsur aktivitas guru 1ni diungkap
dengan menggunakan instrumen penelitian sejumlah 5 item dengan
mgﬁggunakan 4 Optioﬁ.

Mengacu pada instrumen penelitian ini, maka dapat ditentukan

skor maksimal ideal - sebesar 20, skor minimal ideal sebesar 5, Range 15,

- dan deviasi standar sebesar 2,5. Berdasarkan perhitungan ini dapat dibuat

' kriteria analisis sebagai berikut:

Tabel: 24

Kriteria analisis Sub Variabel Penyelenggaraan Pendidikan
No Kategori . | Interval -
11 . Sama sekali - Kurang dari 8,75
12, . | Bdru sébagian kecil | 8,75—- 12,5
3 Sebagian besar 12,5-16,25
4, Sudah sepenuhnya | 16,26  keatas

’ Sumb_er: Instrumen Penelitian Pakem Guru ¥tem 1-5

Data yahg» dikumpulkaﬁ ‘melalui penelitian dengan menggunakan -

‘l&;iterih'analisis di atas dapat dideskripsikén seperti pada bagian berikut

ini:
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Tabel: 25

Deskripsi Indikator Aktivitas Guru Pelaksanaan PAKEM
No | Kategori Interval Frekuensi | Prosen
1. | Sama Sekali belum Kurang dari 8,75 | 72 67,9
2. | Baru sebagian 875—-125 31 292
3. | Sebagian besar sudah | 12,5-16,25 3 2,9
4. | Sudah Sepenuhnya 16,26  keatas (O 0
Jumlah 106 100

Sumber: Data Penelitian Instrumen Pelaksanaan PAKEM Oleh Guru Itém 1-10

Tabel yang disajikan di atas memberikan informasi bahwa kualitas
aktivitas guru apabila dikaji dari standar MBS dapat ditafsirkan bahwa
aktivitas guru untuk melaksanakan proses pembelajaran yang sama sekali
belum sesuai dengan standar MBS _67,9%, yang baru sebagian kecil unsur
scsua;i dengan 29,2%, sedangkan aktivitas guru yang sebz.lgién besar sesuai
dengan standar MBS hanya sebesar 2,9% dan yang sepenuhnya sesuai
dengan' sténdar MBS tidak ada. |

Mempephaﬁkan hasil ana_lis_is di atas dapat dijelaskan bahwa
sebagian beéar guru sckolah di Kabupaten Banjarnegara aktivitas yang
dijalankan belum sesuai standar MBS, - |
2). Deskripsi Kreativitas Gufu Dalam Pembelajaran

Pembelajaran yang dikembangkan guru diharapkan dapat menarik

perhatian_siswa, sehihgga siswa dapat belajar dengan penuh. Hal ini dapat

" dilakukan guru dengan mengembangkan pembelajaran secara kreatif -

dalam bentuk pengembangan pembeiaj aran dan alat. peraga yang beragam.
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Hasil penelitian menunjukkan kretivitas guru dalam mengembangkan

pembelajaran yang menarik  dapat diperhatikan dalam tabel sebagai

berikut:
Tabel.26
Deskripsi Relevansi Kegiatan Sekolah
Dengan Tuntutan Masyarakat

No | Kategori Frekuensi Prosentase
1. Sama Sekali 46 43,4%

2. Baru sedikit 54 50,9%

3. Sebagian besar 6 5,7%
-4, Sudah sepenuhnya | 0 : 1.0%

Total 106 100%

Sumber: Instrumen Pelaksanaan Pakem Oleh Guru Item 10

Tabel di atas menunjukkan bahwa reahta kreat1v1tas guru dalam
mengelola proses pembela;aran di sckolah masmg—masmg yang sama
sekali belum sesuai dengan kntena MBS sebesar 43 4%, yang sebagaian
kecil mam111k1 kreatmtas yang sesuai dengan MBS 50 9% dan yang

: memlhkl kreatmtas sebaglan besar sesuai dengan kntena MBS sebesar
5,7%, sedang yang kreatmtasnya scpenuhnya sesuai ‘dengan kriteria MBS
tidak ada sama sekali. . - .

Hasil penelitian iniA dapat. diartikan bahwa dalam proses
pembelajéran-' yang.-‘: dikénibﬁngkén guru masih belum sepenuhnya
mendasarkan pada_i aspek lcreatmtas schingga pembelajaran menjadi

kurang menarik minat siswa.
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3). Deskripsi Efektivitas Guru Dalam Pembelajaran

Pengembangan kegiatan pembelajaran dengan berbagai upaya
yang dilakukan oleh guru pada dasarnya adalah untuk meningkatkan
efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran yang dikembangkan

guru dalam kelas ukuran yang sebenarmnya adalah tercapainya tujuan yang

dirancang serta vang dicanangkan dalam kurikulum yang telah disusun.

Secara keseluruhan belajar yang efektif dapat dicapai apabila anak telah
menguasai semua kemampuan baik dari sisi pengetahuan, sikap, maupun

keterampilan yang sudah ditentukan.

Hasil penelitian efektivitas proses pembelajaran  yang

| dikembangkan guru di Kabupaten Banjamegara adalah sebagai berikut:

o _ ~Tabel: 27 |
Deskripsi Efektivitas Kegiatan Pembelajaran -

i No " | Kategori Frekuensi - Prosentase
1. | SamaSekali = |53 ~ . ]50,00%
12. Baru sedikit 45 - | 42,5%

3. | Sebagian besar . 8 . - -  |75%

4, Sudah sepenuhnya | O 0%

Total 106 100%

Sumber: Instrumen Pelaksanaan Pakem Oleh Guru
- Hasil analisis yang tersaji di atas memeberikan informasi kepada
kita bahwa eféktiy'itas pembélajaran yang dikembangkan oleh guru dalam

mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam kurikulum. Sebaran
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frekuensi dari data hasil penelitian bahwa 53% guru sama sekali belum

mampu menciptakan pembelajaran yang efektif, sedangkan 42,5% sekolah

proses pembelajaran yang dikembangkan baru sebagian kecil mencapai
sasaran, dan 7,5% sudah sebagian besar mampu mengembangkan proses
pembelajaran yang efektif, serta yang seratus persen efektif tidak ada sama

sekali.

4). Deskripsi Pengembangan Pembelajaran Menyenangkan
Pembe;éjaran yang berhasil harus~ dilakukan dengén mampu

menciptakan suasana psikologis anak yang menyenangkan. Dengan susana

hati yang menyenangkan anak akan memberikan peluang . yang besar -

untuk memaknai materi pembelajaran yang disajikan oleh guru. Oleh

karena kualitas pembelajaran salah "Sétuhjfa dapat diukur dengan

kemampuan guru mencipté.kan suasana psikologis anak yang bebas, tidak

. tertekan, senang untuk belajar.

Berikut 'ini disajiken hasil analisis data yang didasarkan data
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Tabel: 28
Deskripsi Upaya Guru Untuk Menciptakan
Pembelajaran Yang Menyenangkan

No | Kategori Frekuensi Prosentase
1. Sama Sekali 28 26,4%

2. Baru sedikit 61 57.5%

3. Sebagian besar 17 - 16%

4. Sudah sepenuhnya | 0 0%

Total 106 100%

Sumber: Instrumen Pelaksanaan Pakem Oleh Guru ltem 10

Sajian data hasil analisis di atas memberikan gamabaran bahwa
gury yang sama sekali belum dapat menciptakan proses pemebelajaran

yang menyenangkan sebesar 26,4%, yang baru sebagaian kecil proses

~ pembelajaran yang menyenangkan sebesar 57,5%,;d§n 16% guru yang |

mampu menciptakan sebagian besar  kegiatan  dikembangkan

B menyenangkan, §edangke_m_ guru yang mampu spenuhnya mengembangkan

pembelajaran menyenangkan belum ada sama sekali.

Scteia_h, .dianalisis setiap sub indikator dan setiap -ietem, maka -

" berikut ini disajikan Tiasil analisis keseluruhan indikator. -

Berdasarkan instrumen ini yang terdiri 10 item dengan 4 option,

maka dapat ditentukan skor maksimal ideal (SmaksI) sebesar 40, skor

minimal ideal (Sminl) sebesar 10, Rentangan (R) sebesar 30, daril Interval

10,

e
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Mengacu hasil perhitungan di atas, maka dapat dibuat kriteria
analisis deskripsi sub variabel pelaksanaan PAKEM oleh guru adaiah

sebagai berikut:

Tabel: 29
Kriteria analisis Sub Variabel Pelakasanaan PAKEM Oleh Guru
No Kategorni Interval
1. Rendah . Kurang dari 21
2. Cukup 21 - 30
3. Tinggi 31 keatas

Sumber: Instrumen Pelaksanaan PAKEM Oleh Guru Item 1-10
Kriteria analisis di atas dijadikan landasan untuk menganalis data
yang dikumpulkan dalam penelitian ini, schingga sub variabel pelaksanaan

PAKEM oleh guru dapat dideskripsikan sebagai berikut:

_ - Tabel: 30 3
Deskripsi Sub Variabel Pelaksanaan PAKEM Oleh Guru
No |Kategori Tinterval Frekuensi Prosentase
1. |Rendah | Kurangdari21 | 54 1509
2, Cukup .. 121 -30 | 42 396 .
3. Tinggi 31  keatas |10 95 -
Tumlah ) - 106 100"

Sumber:; Data Penelitian Instrumen Pelaksanaan PAKEM OlehA Guru Item 1-1.0

Tabel ilasil analisis di atas memberikan informasi bahwa kualitas.

kegiatan guru dalam melaksanakan PAKEM yang termasuk padal katepori

rendah sebesar 50,9%, sedangkan yang memiliki kualités cukup sebesar
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39,6%, dan yang memiliki kualitas dalam melaksanakan kegiatan sesuai

dengan pembelajaran PAKEM sebesar 9,5%. Hal ini dapat ditafsirkan

bahwa sebagian besar guru belum dapat mengembangkan proses
pembelajaran yang sesuai dengan konsep pembelajaran PAKEM, hanya
sebagian kecil yang mampu menciptakan proses pembelajaran yang sesuai
dengan konsep PAKEM.

Proses pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan (PAKEM)

adalah proses pembelajaran yang menumbuhkan sikap aktif dengan

| mengedepankan aspek-asi;ék manusiawi yang dilandasi dengan sikép dan

suasana yang demokratis. Suasana ini dapat tercipta apabila guru mampu

mewujudkan suasana -pembelajaran déngan’ yang menantang dengan -

menggunakan alat bantu yang beragam. Selain itu guru harus mampu
menciptakan suasana yang menyenangkan sehmgga anak ‘berani

menyampaikan gagasan—gagasan yang mereka 1ng1nkan tanpa dihinggapi

rasa takut salah, dan takut tzdak dlha:gal Proses pembcla_]aran ini akanr

membuat anak bela}ar dengan lepas dari tekanan lmgkungan mcreka
Suasana yang dcmlklan ini memang d1 sebagian besar sekolah di
Kabupaten Banjarnegara . belum terwu_]ud, -karena beberapa faktor

sebagaimana pengakuan dari para sumber data sebagai berikut:

Menurut Dsm jdﬁé'ﬁ{éﬁyatékan “ Sebenarnya guru tidak keberatan:

untuk membuat situasi pembelajaran yang bebas, sehingga
anak dapat belajar secara bebas sesuai dengan yang.mereka
kehendaki, bebas = mengemukakan - gagasan, tetapi guru
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sekarang ini tidak mungkin melaksanakan proses seperti itu
karena tuntutan pencapaian materi pembelajaran yang begitu
padat”

Pendapat di atas memberikan petunjuk bahwa kebijakan tentang
pelaksanaan pembelajaran dengan konsep belajar PAKEM, masih ada
kendala masalah kurikulum yang ada di-sekolah. Hal ini didukung
informasi yang disampaikan oleh sumber lain sebagai berikut :

...Mana mungkin seorang guru mengubah kurikulum dan
materi pembelajaran yang masih resmi dipakai di sekolah-
sekolah, karena evaluasi yang dilakukan masih mengacu materi
yang ada dalam kurikulum tersebut. Apalagi ukuran
keberhasilan pembelajaran masih mengacu pencapaian skor
yang didominasi aspek kognitif” (FHasil wawancara dengan St.
ZIk)

Informasi lain yang menjadi kendala tentang upaya guru untuk

“menciptakan pfoses pembelajaran sesuai dengan konsep PAKEM_, adaiah

faktor alam yang berbedé. antara lokasi yang ada nicmiliki implikasi yang
sangat besar terhadap guru Hal ini sesua1 dengan pendapat beberapa

sumber yang menyatakan:

. Guru yang ada sekarang ini sebagian beasr masih muda-
muda sebenarnya sangat potensial untuk diarahkan
melaksanakan - pembelajaran model PAKEM  yang
membutubkan perhatian yang uth terhadap profesi sebagai

guru. Mereka harus secara intens menyiapkan, melaksanakan, .

sampai mengevaluasi pembelajaran. Hal ini membutuhkan
kosentrasi yang penuh tanpa terganggu oleh aktivitas maupun
pikiran lain” (Hasil Wawancara dengan Ka Kadiknas
Banjarnegara)
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Hasil wawancara ini dikvatkan oleh pendapat beberapa guru yang
menyatakan:

“... Pembelajaran dengan model PAKEM memang sangat bagus,
: namun tuntutannya terhadap aktivitas yang harus dilakukan
; oleh guru memang luar biasa. Hal ini dapat saja kami lakukan
asal kebutuhan yang menjadi tanggung jawab kami terhadap
keluarga sudah tercukupi. Yaa...kalau kami sekarang ini harus
melakukan pemeblajaran model PAKEM secara utuh tidak
mungkin, karena kami harus masih berpikir mencari
penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan keluarga™
(Hasil Wawancara Hrin, yang didukung beberapa guru)

Hasil wawancara lain yang memperkaya pendapat beberapa guru

menyatakan:

“...Sebagaimana hasil penataran yang saya ikuti salah satu
kunci suksesnya pelaksanaan MBS adalah _partisipasi
‘masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan di suatu sekolah.
Lha mungkin salah satu pemecahan untuk meningkatkan
pendapatan guru agar dapat melaksanakan pembelajaran Model

dilakukan untuk sekolah vang ada di kota-kota....”(Hasil
wawancara dengan Bdyn) '

¢. Pelaksanaan PAKEM Oleh Siswa.

kegiatan pembelajaran yang dilakukan dan ' dialami oleh siswa.
Pembelajaran ini harus mémenuhi beberapa - unsur yaite proses
pembelajaran ini harus mengaktiﬂcar_i.:—-siswa— dari aspek fisik, emosi, dan

plklran Selain 1tu pembelajaran ini mampu menciptakan suasana

PAKEM dengan menggali dana dari masyarakat. Ini mungkin

" Pembelajaran dengan model PAKEM memiliki ‘itnplikasi terhadap -

kreatmtas dan suasana menyenangkan serta dapat mencapa; tujuan yang —




96

sudah dirumuskan. Berdasarkan kerangka pemikiran seperti imi, maka
dalam dalam bagian berikut ini dipaparkan hasil penelitian keadaan
pelaksanaan PAKEM ditinjau dari aspek siswa.

1). Keaktivan Siswa Dalam Proses Pembelajaran.

Pembelajaran yang dituntut dalam MBS dengan model Pakem
harus mampu mnciptakan situasi pembelajaran yang yang aktif. Keaktivan
ini tidak hanya keaktivan dari aspek fisik semata, tetapi juga mencakup
keaktivan dari aspek pikiran dan emosional yang dimiliki oleh anak.
Bentuk keaktivan ini dabat ditunjukkan dari fakta pembelajaran. yang
dipraktekkan di setiap sekolah kemauan dan keberanian siswa
menanyakan kesulitan belajar yang dialami, keberanian dan kemauan
siswa unfuk mehgemukakan pendapat maupun tanggapan terhadap materi
' "perr.ibelajaran, “kebiasaan siswa untuk bersikap demokratis dalam
pembelajaran Keadaan yang terjadi di lapangan dapat dlperhatlkan hasil

* analisis dalam tabel scbagal berikut;

Tabel: 31 _

Deskripsi Aktivitas Pembelajaran Siswa
No | Kategori Frekuensi Prosentase
L. Sama Sekali 42 39,6%
2. Baru sedikit 60 56,6%
3. Sebagian besar 4 3,8%
4 Sudah sepenuhnya | 0 0%
Total ~ 106 B 100%

Sumber: Instrumen Pelaksanaan Pakem Oleh Siswa Item 1- S
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Memperhatikan sebaran data yang sudah dianalisis dapat
ditafsirkan bahawa aktivitas pembelajaran anak ayang ada di sekolah

Kabupaten Banjarnegara apabila diukur dari kriteria pembelajaran Pakem

39,6% proses pembelajaran sama sekali siswa belum aktif, 56,6% proses

pembelajaran yang dilaksanakan di sckolah siswa sebagian kecil aktif,
dan 3,8% proses pembelajaran di seckolah sebagian be_sar siswa aktif,
sedangkan sekolah yang mcnyélenggarakan proses pembelajaran dehgan
siswa sepenuhnya aktif belum ada (0%).

Berdasarkan déskﬁpsi di atas dapat simpulkan bahwa sebagai;iﬁ

besar sekolah di Kabupaten Banjarnegara aktivitas sisw adalam

pembelajaran  yang mencakup kkeberanian dan kemauan bertanya, :

memberikan tanggapan,' serta menyapaikan pendapat masih dalam

kategori rendah.

2). Kreativitas Siswa Dala;m,Pembeiajaran.

Kreativitas adalah” salah satu kriteria dalam pembelaja;aii dengan

modcl Pakem. Kreativitas ini selain dituntut dimiliki oleh guru, juga harus
dimiliki oleh siswa. Kreativitas dalam pembelajaran yang dilakukan oleh -
siswa paling tidak imencakup aspek kemampuan menghasilkan gagasan

yang lebih luas dari materi yang disampaikan guru daq mampu merancéih‘g‘ "

hasil kerja yang merupakan 'pengembar;_gan materi yang disampéikan guru.
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Kreativitas siswa vang dapat teramati berdasarkan data penelitian

di lapangan dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel: 32

Deskripsi Kreativitas Pembelajaran Siswa
No | Kategori Frekuensi Prosentase
1. Sama Sekali 76 71, 7%
2. Baru sedikit 30 28,3%
3. | Sebagian besar 0 0%
4. Sudah sepenuhnya | 0 0%
Total 106 100%

Sumber: Instrumen Pelaksanaan Pakem Oleh Siswa Item 29-30

Tabel di atas memberikan informasi bahwa kretivitas siswa dalam

proses pembelajaran yang dilaksanakan sekolah-sekolah Kabupaten

' Banjarhegafa 71,7% sama sekali siswa belum memiliki kreativitas, 28,3%

siswa yang ada di sekolah Kabupaten Banjamegara baru sebgaian kecil
yang memiliki kreativitas, s‘edangican yang sebagian besar. pembelajaran
yang dikembangkan .mampu menciptakan kreativitas anak belum ada
(0_%), ai)_alagi -yang sepenﬁhnya mampu ;ﬁenciptékan kreativitas anak

dalam prosejs pémbelajaran belum ada sama sekali (0%).

3). Suasana Pembelajaran Yang Menyenangkan.
Pembelajaran dengan model Pakem memberikan persyaratan
bahwa  pelaksanaan peinbelajaran - siswa dalam suasana yang

menyenangkan. Suana ini akan tercermin dengan keadaan siswa mulai
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berangkat sekolah sampai pulang sekolah terlihat memiliki semangat yang
secara faktual dapat teramati siswa masuk sekolah tidak pernah terlambat,
siswa belajar dalam kompetisi yang positif, dan siswa ada kemauan untuk
menyelesaikan tugas di rumah. Kegiatan ini dilaksanakan secara sukarela
tanpa ada beban yang ada dalam perasaan siswa.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan stelah dianalisis

dapat disajikan dalam tabel scbagai berikut:

Tabel: 33

Deskripsi Pembelajaran SiswaYang Menyenangkan
No | Kategori - Frekuensi Prosentase
1. Sama Sekali 164 60,4%
2. Baru sedikit 42 0 139,6%
3. Sebagianbesar | 0 0%
4, | Sudahsepenuhnya |0 0%
Total 106 100%

"Sumber: Instrumen Pelaksanaan Pakem Oleh Siswa Item 31-34

Memperhatikan hasil analisis yang berada pada tabel di atas dapat

dijelaskan bahwa sﬁasa‘n& pembelajaran yang menyenangkan"bagi s’i'sWa[ -
pada sekolah-sekolah secara keseluruhan di Kabupatcn Ban_;amegara _

60,4% sama sckali belum mencermmkan suasana - yang menyenangkan,r

39,6% pembelajaran yang dilaksanakan baru sedikit mampu menciptakan

'suasana menyenangkan anak, sedangkan tiﬁgkat sebagian besar- dan

sepenuhnya pembelajaran menyenangkan anak belum ada sama sekali

(0%).
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4). Efektivitas Pembelajaran Siswa.

Manajemen Berbasis Sekolah dengan ciri khas pembelajaran
dengan model Pakem mensyaratkan pembelajaran harus dapat mencapai
tujuan secara keseluruhan dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini
mencakup aspeck peningkatan pengetahuan siswa, peningkatan sikap
siswa, serta peningkatan ketrampilan. Apabila pembelajaran - yang
dilaksanakan sudah mampu menciptakan hasil sesuai dengan kawasan 3
domain (aspek) pembeléjaran ini, maka p-embelajarén daﬁat dikategéﬁkan
memiliki efektivitas yang optimal. Data hasil penelitian setelah dianalisis

'dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel: 34

Deskripsi Efektivitas Pembelajaran Siswa
No | Kategon ' Frekuensi Prosentase
1. | SamaSekali - 64 : 60,4%%
2. Barusedikit. =~ |42 . 39,6%
3. Sebagian besar 0 1 0%

-|-4. Sudah sepenuhnya | 0 ' 0% .

Total : 1106 - -] 100%

Sumber: Instrumen Pelaksanaan Pakem Oleh Siswa Item 26-28

Tabel yang tersajikan di atas memberikan gambaran bahwa
efektivitas pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah Kabupaten

Banjarnegara 60,4% sama sekali belum efektif, 39,6% baru sebagian kecil

~pembelajaran dilaksanakan efektif, dan tidak ada yang mencapai pada
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kategori sebagian besar dan sepenuhnya memiliki proses pembelajaran
yang efektif. Kedaaan ini dapat dijelaskan bahwa sebagaian besar sekolah-
sekolah di Kabupaten Banjamegara belum dapat mencapai hasil belajar
yang mencerinkan semua aspek pengetahuan, sikap, dan ketrampilan.
Bahkan salah satu aspek yang masih menjadi ukuran pembelajaran
sekarang ini, yaitu aspek pengetahuan saja belum sepenuhnya tercapai.

5). Deskripsi Keseluruhan Sub Variabel Pelaksanéan Pakem Siswa.-

Pelaksanaan PAKEM oleh siswa dalam penelitian ini diungkap
dengaﬁ ménggur;akan 13 item yarig mééing-maSing meﬁggunakan 4
option. Berdasarkan instrumen ini dapat ditentukan skor maksimal ideal
(Smaksl) sebesar 52, skor minimal ideal (Sminl) sebesar 13, Rentangan
(R) sebesar 39, dan Interval 13.

Mengacu hasil pérhitungan di ataé, maka dapat dibuat kriteria
analisis deskripsi sub vaﬁabel pelaksanaan PAKEM oleh siswa adalah
sebagai berikut: -

| Tabel: 35

' Kriteria analisis - _
Sub Variabel Pelaksanaan PAKEM Oleh Siswa

No | Kategori -+ | Interval
1. Rendah - | Kurang dari 26
2. Cukup _ 26 - 45
3. Tinggi . 46 keatas
.S

umber: Instrumen Pelaksanaan PAKEM Oleh Siswa Item 1-13

B e e R MR |
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Kriteria analisis di atas dijadikan landasan untuk menganalis data
yang dikumpulkan dalam penelitian ini, sehingga sub variabel pelaksanaan

belajar siswa berdasarkan PAKEM dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel: 36
Deskripsi Sub Variabel Pelaksanaan PAKEM Oleh Siswa
No Kategori Interval Frekuensi | Prosentase
1. Rendah Kurang dari 26 | 62 57,5
2. Cukup 26 - 45 40 37,7
3. Tinggi 46 keatas | 4 3,8
Jumiah 106 100

Sumber; bata Penelitian Instrumen Pelm PAKEM Oleh Sim;\}a Itéml 1-10 |
Pelaksanaan pembelajaran siswa berdasarkan konsep PAKEM
- dapat dijelaskan’ berdasarkari ‘hasil analisis deskriptif yang memiliki
kualitas rendah sebesar 57,5%, sedangkan yang memiliki kualitas cukup
sebesar 37,7%, dan 3,8% pelaksanaan pembeldjaran 'siswa‘ berada pada
kategori cukup.

.. Hasil analisis data secara deskriptif di atas didukung oleh bebcra-pa
hasil wawncara sebagai berikut; -

“.... Suasana yang ada di desa seperti ini sulit bagi kami untuk
mengajak anak belajar secara aktif, kreatif, dan menyenangkan.
Karena anak memang sudah dididik dalam keluarga yang tidak
demokratis, anak selalu dituntut harus menurut terhadap

orangtua mereka, berbeda dengan anak-anak yang ada di kota

....” (Hasil Wawancara dengan Spd, yang didukung oleh Dsk,
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Hasil wawancara ini sejalan dengan pendapat vang disampaikan
oleh sumber lain yang mengatakan:

“ Untuk saat ini kami masih sulit untuk mengajak anak SD
berani berpendapat, ... disuruth menjawab pertanyaan saja
sulitnya bukan main, apalagi disuruh mengeluarkan gagasan-
gagasan mercka sendiri Memang di daerah ini anak harus
dituntun untuk belajar. Kalau memang mau menerapkan ini ya
harus didukung olch semua kalangan termasuk keluarga”
(Hasil Wawancara dengan Dsrn dan Gyrn).

¢. Deskripsi Variabel Pemahaman Regulasi

Pemahaman regulasi dalam penelitian ini yang dimaksud adalah
pemahéunan para penyelenggara pendidikan terhadap kebijakan-kebijakan
yang berkaitan dengan otohqmi daecrah, otonomi di bideng pendidikan,
pemahaman tentang visi dan misi yang terdapat pada sekolah, dan
pemahaman terhadap Mana jemen Berbasis Sekolah. Hasil penelitian di lokasi
penelitian dapat disajikan informasi-informasi penting dalam bagian sebagai

berikut:

-1). Deskripsi ‘Persepsi Otonomi Daerah terhadap Pengembangan Sekolah.
Otonomi Daerah yaﬁg diberlakukan mendasarkan pada Undang-

‘Undang No. 22 Tahun 1999 memiliki implikasi terhadap duﬂia

pendidikan. Masalah pendidikan menjadi bagian yang diserahkan kepada

daerah, olch karena itu sekolah yang merupakan 1embaga penyelenggara

pendidikan dipastikan -menerima dampak kebijakan ini. Dampak yang -

g e
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dapat ditimbulkan mencakup semua aspek vang ada dalam lingkup
sekolah. Salah satu hal penting vaitu berkaitan dengan pengembangan
sekolah.

Data hasil penelitian tentang persepsi terhadap dampak terhadap

pengembangan sekolah dapat disajikan dalan tabel berikut ini:

Tabel: 37
Deskripsi Persepsi Dampak Otda terhadap Pengembangan Sekolah

No | Kategori Frekuensi Prosentase

A Sangat setuju 48 ‘ 45.3%

2. Setuju 47 : 44 4%

3. Ragu 10 9.4%

4. Tidak setuju 1 0,9%

Total . 106 ' 100%

Sumber: Instrumen Pemahaman Regulasi Item 1-2 ~

Hasil analisis‘_ data yang ditampilkan dalam data di atas

‘memberikan gambaran bahwa dengan kebijakan otonomi dacrah, pihak

sekolah memiliki persepsi bahwa dengan berlakunya otonomi daerah akan

rﬁe'miaer-ikan dampak positif tefhédap pengembangan sékolah yang
' menyatakan sangat setuju 45 3% sedangkan yang setuju 44 4%, yang
menyatakan ragu-ragu sebesar 9 4% dan yang menyatakan tidak setu_]u

- sebesar 0,9%.

Fakta di atas membenkan pengertian bahwa sebagian besar

" sekoiah memiliki persepsi ‘dengan pelaksanaan otonomi di bidang

and.ldlkan akan ,rn_emiliki_dampak terhadap kebijakan pengembangan
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sekolah sesuai dengan keadaan, kebutuhan yang ada di sekolah daerah

masing-masing.

2). Deskripsi Persepsi Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kepegawaian

Otonomi Daerah memiliki dampak yang nyata terhadap masalah

status dan urusan lain yang berkaitan dengan kepegawaian. Dampak yang

timbul terhadap masalah kepegawaian ini dapat berupa keadaan yang lebih
postif atau yang bersifat negatif. Dampak ini dapat dilihat dari urusan
kenaikan pangkat seorang pegawai tidak lagi harus melalui biroktasi yang
| panjang sa‘mpai ke pusat, tetapi cukup ditangani daerah. Hasil penelitian
tentang persepsi pihak sekolah dampak otonomi daerah terhadap

kepegawaian dﬁpat disajikan sebagai berikut:

Tabel: 38
" Deskripsi Persepsi Dampak Otda
Terhadap Penanganan Masalah Kepegawaian

{No |Kategori - Frekuensi Prosentase -
11. | Sangatsetuju 44 - 1 41,5%
2. Setuju 46 43.4%
3. | Ragu 14 13.2%
4, Tidak setuju 12 1,9%
Total : 106 100%
Sumber: Instrumen Pemahaman Regulast Item 3-5

Dafa yang disajikan di atas dapat memberikan informasi bahwa

. - persepsi pihak sekolah terhadap "dampak otonomi “daerah terhadap
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penanganan masalah kepegawaian akan berjalan secara baik 41,5%

menyatakan sangat setuju, yang menyatakan setuju sebesar 43,4%,

sedangkan yang masth ragu bahwa otonomi daerah memiliki dampak
penanganan masalah kepegawaian sebesar 13,2%, sedangkan yang tidak
setuju sebesar 1,9%.

3). Deskripsi Persepsi Dampak Otda Terhadap Standar Pendidikan.

" Otonomi daerah memberikan kebijakan menyerahkan masalah
pendidikan kepada daerah, namun bukan berarti semua kewenangan
masalah pendidikan seperiﬁimya ada di daerah. Ada beberapa hal penting
yang masih dalam pengendalian kewenangan pemerintah pusat seperti
penentuan  standar pén&idikan, penetapan - syarat gelar akademik,
penetapan standar kompetensi belajar siswa dan sebégainya Keadaan ini
tentunya membeﬁkéﬁ ' ﬁe’héértian bahw;a -ﬂehgan‘ Vo't(')no.mi. di bidang
pendidikan masih ada pengendalian standar pcndidikap, sehingga tidak
akan terjadi perbedaan. standa.rkualltas pendldlkan _B_erdasarké.ﬁ data hasil
penelitian dapat dis‘éjikan:sebagai bgrikut:_ L 7

Tabél: 39

Deskripsi Persepsi Dampak Otda terhadap Standar Pendidikan
No | Kategori Frekuenst Prosentase -
1. | Sangat setuju 35 33%
2. Setuju - 1 53, 50%
3. |Ragu 18 17%
4. | Tidak setuju 0 0%
“Total ’ 1106. 100%

Sumber: Instrumen Pemahaman Regulasi Ttem 6-8
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Tabel yang tersaji di atas memberikan informasi bahwa persepsi
pihak sekolah terhadap dampak pemberlakukan otonomi daerah pada
masalah standar pendidikan yang memberikan pendapat 33% menyatakan
sangat setuju bahwa otonomi daerah memiliki dampak terjadinya
perbedaan standar pendidikan, yang menyatakan setuju sebesar 50%, dan
yang menyatakan ragu-ragu sebesar 17%, sedangkan yang tidak setuju
sebesar 0%. .

Realita ini menunjukkan bahwa persepsi sebagian besar pihak
" sekolah masih keliru tentang otonomi di bidang pendidikan setelah
diberlakukannya otonomi daerah, karena otonomi bidang pendidikan
“hanya sebagian saja kewenarigan yang diserahkan ke daerah.

4). Deskripsi Pemahaman Regulasi Secara Keselurnhan Item.
- 'Var;'aﬁel mldmngkap dengan menggunakan 10 item yang setiap

~-item memiliki 4 option (alternatif jawaban). Berdasarkan instrumen ini

" dapiat ditentukan Skor maksimal ide'al'(SmaksI) sebesar 40, skor minimal

~ideal (SmmI) sebcsar 10 Rentangan (R) sebesar 30, dan Interval 10

Mengacu pada hasil perhltungan tersebut d1 atas, maka dapat
dibuat kriteria analisis untuk variabel pemahaman regulasi sebagai

berikut:
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Tabel: 40

KriteriaVariabel Pemahaman Regulasi

No Kategori Interval

1. Rendah Kurang dari 21
2. Cukup 21 - 30.

3. Tinggi 31 keatas

Sumber; Data Penelitian Instrumen Pemahaman Regulasi Item 1-10
Kriteria analisis di atas dijadikan landasan untuk menganalis data

yang dikumpulkan dalam penelitian ini, sehingga variabel pemahaman

regulasi dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel: 41
Deskripsi Variabel Pemahaman Regulasi
‘No. {Kategori = | Interval Frekuensi - | Prosentase |
1.  |Rendah . | Kurangdari21 |61 575
2. . [Cukwp |21 -30 41 . - 387
3. | Tinggi 131 keatas | 4 ' 38
Jumlah 106 100

Sumber Data Penehtian Instrumen Pemahanan Regulasi ftem. 1-10

.. Tabel deskripsi memberikan gambaran bahwa,pemahaman feglii;isi _
terhadap kebuakan—kebl_]akan yang berkaltan dengan pe}aksanaan

Manajemen Berbasis Sekolah bag1 para penyelenggara pendldlkan yang

-ada di Kabupaten Banjamegara yang masuk pada kategori rendah sebesar

57,5%, yang pemahamannya pada kategori cukup 38,7%, dan yang

memiliki kategori tinggi sebesar 3,8%. Hasil analisis’ memnunjukkan

‘bahwa sebagian besar para penyelenggara pendidikan 'be_lum memahami
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regulasi kebijakan yang berkaitan dengan otonomi di bidang pendidikan

khususnya yang menyangkut masalah MBS.

Uraian di atas didukung hasil analisis data kualitatif yang
dikumpulkan melalui wawancara terhadap beberapa informan yang pada
intinya sebagai berikut:

“ Sebagian guru yang ada di Kabupaten Banjarnegara ini
memang belum mengikuti penataran atau yang scjenisnya
berkaitan kebijakan tentang MBS, sehingga kalau kita cermati
memang pemahaman tentang regulasi yang berkaitan dengan
otonomi pendidikan khususnya tentang MBS saya kira masih
kurang pas.” (Hasil Wawancara dengan salah satu Kasi
Diknas)

Pandangan tentang pemahaman terhadap regulasx oleh guru yang

dlnyatakan oleh sumber tersebut di atas memang secara faktual benar

' adanya Baru sebag1an kecxl gury ya.ng meng1kut1 penataran maupun
.pelatxhan tentang MBS Fakta ini didukung oleh pernyataan yang

, d1sampa1kan olch bcberapa sumber data yang sejenis.

“Dengan adanya otonom1 ini kami serba ragu tentang
'pelaksanaan pembelajaran, apalagi kebijakan-kebijakan baru
yang berkaitan dengan kepegawaian, kebijakan tentang model-
model pembelajaran yang tidak didukung oleh faktor
peningkatan - kesejahteraan yang memadai” (Wawancara
dengan Beberapa guru) -

Selam pendapat ada pendapat yang lebih menggemblrakan yang

-‘_--xpt_ai;g_gun@kan sudut pandang yang berbeda yang menyatakan sebagat

berikut:
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“Dengan adanya ofonomi ini akan memberikan kebebasan
kepada daerah untuk melaksanakan pendidikan secara mandiri
termasuk proses pembelajarannya semakin bervariasi. Keadaan
ini semakin memacu persaingan kreasi dari masing-masing
penyelenggara pendidikan baik lembaga maupun guru-guru
yang menjadi motor utama dalam pendidikan”.

Dari berbagai data hasil wawancara ini menunjukkan bahwa

pemahaman terhadap regulasi kebijakan-kebijakan otonomi pendidikan

masth sangat beragam yang sebagian besar masih pada tingkat rendah.

d. Deskripsi Variabel Organisasi dan Manejemen Sekolah

Organisasi manajemen pendidikan adalah variabel penelitian yang

mencakup kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kualitas sarana dan - -

prasarana pendidikdn, tingkat dukungan dana, dan keterlibatan masyarakat.

Variabel ini diukur dengan meﬁggunakan 17 item yang memiliki 4 opﬁon"

setiap item. Berdasarkan ins!ru:rf;en ini dapat dihitung Skor maksimal ideal

(Smaksl) sebesar 68, skor minirhal ideal (SminI) sebesar 17, Rentangan (R) -
| sebesar 51, dan Inferval 17.
Mengacu pada hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat dibuét

kriteria analisis untuk variabel organisasi manajemen pendidikan sebagai-

berikut:
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Tabel: 42
Kriteria analisis Variabel Organisasi Manajemen Pendidikan
No Kategori Interval
L. Rendah Kurang dar 21
2. Cukup 21 - 30
3. Tinggi 31 keatas
Sumber: D

ata Penelitian Instrumen Organisasi :dan Méanajemen Item 1-10

Kriteria analisis di atas dijadikan landasan untuk menganalis data

yang dikumpulkan dalam penelitian i

1i, sehingga variabel organiasasi

mangjemen pendidikan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

_ Tabel: 43
Deskripsi Variabel Organisasi Manajemen Pendidikan
No Kategori . | Interval :Fre_kgensi Prosentase
1. Rendah. Kurang dari 34 | 60 56,6
2. . Cukup _ 35 -°51 40 37,7
3. Tinggi - ...- |52 keatas |. 6 5,7.
Jumlah ' | 1106 100

Sumber: Data Penelitian Instrumen Organisa;si dan Manajemen Item 1-10

Organisasi maﬁajemmrpendidikan IYang_ mencakup masalah sumber

daya manusia, sarana dan prasarana, s

erta

pendanaan dan keterlibatan

masyarakat di Kabupaten - Banjarnegara lila‘s_il' analisis menunjukkan yang

berada pada kategori rendah sebesar 56,6‘%,_ yang memiliki kategori cukup

sebesark37,7%, sedangiéan yang memiliki ka
Berdasarkan hasil analisis ini d
manajemen pendidikan sebagian besar s

Bénjamegara masih sangat memprihatinka

tegori cukup sebesar 5,7%.
apat ditafsirkan bahwa organisasi
ekolah yang ada di Kabupaten

) terutama yang berkaitan dengan
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masalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun yang berkaitan
dengan keterlibatan masyarakat, hanya sebagian kecil yang berada pada
kategori baik.
Apabila dicermati setiap sub variabel, maka dapat diperhatikan
hasil analisis sebagai berikut:
1). Deskripsi Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia dalam penelitian ini dungkap dengan
menggunakan dengan menggunakan 5 item yang memiliki 4 option
setiap item. Berdasarkan instrumen ini dapat dihitung Skor maksimal
ideal (Smaksl) sebesar 20, skor minimal ideal (Sminl) sebesar 5,
Rentangan (R) sebesar 15, dan Interval 5.
Mengacu pada ha;sil perhitungan térsebut di atas, maka dapat
dibuat kriteria analisis untuk variabel organisasi manajemen

pendidikan sebagai berikut:

Tabel: 44
Kriteria analisis Variabel
No Kategori & - Interval-
1. Rendah : Kurang dari 10
2 Cukup 10 - 15
3 Tinggi 16 keatas

Sumber: Data Penelitian Instrumen Kualitas SDM Item 1-5

Kriteria analisis di atas dijadikan landasan untuk menganalis data
yang dikumpulkan dalam penelitian ini, sehingga sub variabel sumber

_daya manusia dapat dideskripsikan sebagai berikut. .
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Tabel: 45
Deskripsi Variabel Kualitas SDM
No Kategori | Interval Frekuensi | Prosentase
1. = |Rendah [ Kurangdar 10 | 23 21,7
2. Cukup 10 - 15 78 73,6
3. Tinggi 16 keatas |5 4,7
Jumlah 106 100

Sumber: Data Penelifian Instrumen Kualitas SDM tem 1-5

Berdasarkan tabel hasil analisis di atas dapat dijelaskan
bahwakualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan Kabupaten

i : | Banjaregara yang berada pada kategori rendah sebesar 21,7%, yang

memiliki kualitas cukup sebesar 73,6%, sedangkan yang memiliki

kualitas tinggi sebesar 4,7%.
2). Deskripsi Sarana dan Prasarana

dungkap dengan menggunakan dengan menggunakan 8 item yang

(Smini) sebesar 8, Rentangan (R) sebesar 24, dan Interval 8.
Mengacu pada hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat
di'buat kriteria analisis untuk variabel organisasi manajemen

pendidikan sebagai berikut:

Sub Variabel sarana dan prasarana dalain’ penelitian ini |

memiliki 4 option setiap item. Berdasarkan instrumen ni dapat L

dihitung Skor maksimal ideal (Smaksl) sebesar 32,_, skor mi_r_limal ideal _




Tabel: 46
Kriteria analisis Variabel Sarana Prasarana
No Kategori Interval
1. Rendah Kurang dari 17
2. Cukup 16 - 23
3. Tinggi 24 keatas

Sumber: Data Penelitian Instrumen Sarana Prasarana ltem 1-8
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Kriteria analisis di atas dijadikan landasan untuk menganalis data

yang dikumpulkan dalam penelitian ini, sehingga sub variabel sarana dan

prasarana dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel: 47 _
Deskripsi Variabel Sarana Prasarana
No Kategori | Interval Frekuensi | Prosentase.
1. Rendah | Kurang dari 10 | 65. 61,3
2. Cukup |10 - 15 37 349
3. Tinggi - |16 = keatas |4 3,8
Jumlah ' ' 106 100 .

Sumber: Data Penelitian Instrumen Sarana Prasarana Ttem 1-8

Berdaéarkan tabel hasil analisis di atas dapat dijelaskan bahwa

‘ kualitas sarana prasarana di bidané pendidikan Kabupaten Banjarnegara

yang berada pada katcgdri rendah sebesar 61,3%, yang‘- memiliki kualitas

cukup sebesar 34,9%, sedangkan yang memiliki kualitas tinggi scbesar

3,8%. -
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2). Deskripsi Sarana dan Prasarana
Sub Variabel sarana dan prasarana dalam penelitian ini dungkap
dengan menggunakan dengan menggunakan 4 item yang memiliki 4
option setiap item. Berdasarkan instrumen imi dapat dihitung Skor
maksirﬁal ideal (SmaksI) sebesar 16, skor minimal ideal (Sminl) sebesar 4,

Rentangan (R) sebesar 12, dan Interval 4.

dibuat kriteria analisis untuk sub variabel sarana prasarana sebagai
berikut:
Tabel: 48

Kriteria analisis _
Variabel Pendanaan Dan Keterlibatan Masyarakat

No VIKategoﬁ ' Interval
1. |Rendah ~ [Kurang dari 9
2. Cukup 9- 12
3. '| Tinggi 13 keatas

Sumber: Instrumen Pendanaan Dan Keterlibatan Masyarakat Item 1-4

! . _ Kriteria analisis di atas dijadiiian landasan untuk 'mengénalis data

_prasarana dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Mengacu pada hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat

yang dikumpulkan dalam penelitia’n,ihi, sehingga sub variabel sarana dan
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Tabel: 49
Deskripsi Variabel Pendanaan dan Keterlibatan Masyarakat
No Kategori Interval Frekuensi Prosentase
1. Rendah Kurangdani 9 | 52 49,1
2. Cukup 9-12 51 48,1
3. Tinggi 13 keatas |3 2,8
Jumlah " 106 100

Sumber: Data Penelitian Instrumen Pendanaan dan Keterlibatan Masyaratakat Item 1-4

Berdasarkan tabel hasil analisis di atas dapat dijelaskan bahwa
kualitas pendanaan dan keterlibatan masyarakat di bidang pendidikan
Kabupaten Banjarnegara yang berada pada kategori rendah sebesar
49,1%, yang memiliki kualitas cukup sebesar 48,1%, sedangkan yang

memiliki kualitas tinggi sebesar 2,8%.

. Deskripsi Variabel Respbnsibilitas '

Variabel responsibilitas dalam penelitian ini diungkap dengan

mgnggunakan dengan menggunakan 10 item yang mexhiliki 4 option

setiap item. Berdésarkan instrumen ini dapat dihitung Skor maksimal ideal

(SmaksI) sebééar 40, skor-miﬁimal ideal (SminI) sebesar 10, Rentangan

(R) sebesar 30, dan Interval 10.
Mengacu pada hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat

dibuat kriteria analisis untuk variabel pemahaman regulasi sebagai

berikut:
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Tabel: 50
Kriteria Analisis Variabel Responsibilitas
No Kategori Interval
1. Rendah Kurang dari 21
2 Cukup 21 - 30
3 Tinggi 31 keatas

Sumber: Data Penelitian Instrumen Responsibilitas Item 1-10

Kriteria analisis di atas dijadikan landasan untuk menganalis data,

sehingga variabel responsibilitas dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel: 51
~ Deskripsi Variabel Responsibilitas
No Kategori Interval | Frekuensi Prosentase
1. Rendah Kurang dari 21 | 71 67,0
2. Cukup 21 -30 - )32 30,2
3. Tinggi 31 keatas | 3- 2,8
Jumlah ‘ 106 100

Sumber: Data Penelitian Instrumen Responsiblitas Item 1-10

Responsibilitas dunia pendidikan terhadap masyarakat di Kabupaten

.Banjarnegara sebagian besar berada pada kétégori rendah yaitu sebesar 67%,

sedangkan yang memiliki responsibilitas pada kategori cukup sebesar 30,2%,

dan yang memiliki résponsibilitas tinggi hanya 2,8%.

C. Kaitan Setiap Variabel Penelitian

Penelitian ini sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat akan menguji

keterkaitan antara variabel kinerja pendidikan (Y) dengan variabel pemahaman -
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regulasi  (X1), organisasi manajemen pendidikan (X2), dan responsibilitas.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas
komputer dengan SPSS Versi 11 yang menggunakan tabel silang diperoleh hasil
sebagai berikut:
1. Kaitan Variabel Pemahaman Regulasi Dengan Kinerja Pendidikan
- Keterkaitan antara variabel pemahaman regulasi dengan Kinerja dalam
bidang pendidikan setelah berlakunya otonomi daerah berdasarkan hasil
analisis yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

| Tabel: 52
Hasil analisis Silang Pemahaman Regulasi Dengan Kinerja Pendidikan

Pemahaman Regulasi Total
Rendah Cukup Tinggi
Kualitas Rendah | 39 (36,8%) | 17 (16%) | 0(0%) 56 (52,8%)
Kinerja | Cukup |20 (18,9%) | 21(19.8%) | 3 (2,8%) |44 (41,5%)
Pendidikan | Tinggi | 2(1,9%) |3 (2,8%) 1(0,9%) | 6(5,7%)

TotaI. T el (57,5%) | 41 (38,7%) | 4 (3,8%) | 106 (100%)

Tabel __- di atas dapat memberikan informasi memberikaﬁ- informasi
bahwa bémahaman 'regﬁlasi ini | rﬁemiliki ﬁubungan dengan kinexfa
‘pendidikan. Hal ini dapat diperhatikan kecenderungan bahwa apabila sckolah
yang memiliki pemahaman yang rendah memiliki kecenderungan kinerja yng

" rendah, realita ini dari frekuensi pemahaman regulasi yang rendah sebesar 61
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(57,5%) responden yang memiliki kinerja rendah sebesar 39 (36,8%)
reéponden dan hanya 2 (1,9%) responden yang memiliki kinerja tinggi.
Apabila diperhatikan koefisen korelasi yang terdapat dalam tabel yang
disajikan di atas, maka dapat ditafsirkan koefisien korelasi sebesar 0,289 yang
bernilai positif ini memilikt pengertian bahwa variabel pemahaman regulasi
yang dimiliki oleh para penyelenggara pendidikar_n memiliki hubungan yang
positif dengan kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada sekolah-sekolah
yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin
baik pemahaman regulasi yané dimiliki oleh para penyelenggara pendidikan,
maka semakin baik pula kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada
sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjamegara. Sebaliknya semakin
kurang pemahamah_ regulasi  yang dimiliki oleh para penyelenggara
pendidikan, maka semakin j elek pula kinerja bidang pendidikan yang terdapat

pada sekolah-sekolah yang ada. di 'Kabupaten Bé_nj arnegara.

é. Kaitan Vdriabel_ Organisasi Manajemen Pendidikan  Dengan Kinerja
' Pendidikan o
Variabel organisasi manajemen pendidikan apabila dikaji kaitannya dengan
variabel kinerja ;ialam bidang pendidikan 'setelah berlakunya otonomi daerah,

maka dapat diperhatikan hasil analisis pada tabel sebagai berikut:
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Hasil analisis Silang Organiasas;rﬁ::ill;jmen Déngan Kinerja Pendidikan
Manajemen Organisast Total
Rendah Cukup Tinggi
Kualitas Rendah | 37 (34,9%) | 19 (17,9%) | 0 (0%) 56 (52,8%)
Kinerja Cukup |22 (20,8%) | 18 (17%) {4(3.8) 44 (41,5%)
Pendidikan | Tinggi | 1(0,9%) |3(2,8%) [2(1,9%) [6(57%)
Total 60 (56,6%) | 40 (37,7%) | 6 (5,7%) | 100 (100%)

Tabel yang tersaji di atas memberikan gambaran bahwa orgamisasi
dan manajemen memiliki hubungan dengan i_cualitas' kinerja pendidikan. Hal
ini dapat ditafsirkan dari sebaran frekuensi data penelitian. Sebaran frekuensi
organisasi dan ﬁlanéjemen yang memiliki kualitas rendah sebesar 60

responden (sekolah) yang berada pada kategori kualitas kinerja pendidikan

‘rendah sebesar 37 résponden (sekolah) atau 34,.9%, sedangkan organisasi dan

manajemen rendah- 60 responden yang memiliki kualitas penyelenggaraan

pendidikan tinggi tidak ada sama sekali.

Apabila diperhatikan koefisen korelasi yang terdapat dalam tabel yang

disajikan di atas, maka dapat ditafsirkan koefisien korelasi sebesar 0,326 yang
bernilai positif ini memiliki pengertian bahwa variabel organisasi manajemen

pendidikan memiliki kaitan yang positif dengan kinerja bidang pendidikan

yang ferdapat pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Hal

- ini dapat dijelaskan bahwa semakin baik organiasaisi manajemeﬁ pendidikan,
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maka semakin baik pula kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada
sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Sebaliknya semakin
kurang organiasaisi manajemen pendidikan, maka semakin jelek pula kinerja
bidang pendidikan yang terdapat pada sekolah-sekolah yang ada di'Kabupaten

Banjarnegara.

. Kaitan Variabel Responsibilitas Dengan Kinerja Pendidikan

Variabel responsibilitas apabila dikaji kaitannya dengan variabel
kinerja dalam bidang pendidikan setelah berlakunya otonomi daerah, maka
dapat diperhatikan hasil analisis pada tabel berikut ini:

: _ Tabel: 54 .
Hasil analisis Silang Responsibilitas Dengan Kinerja Pendidikan

Responsibilitas Total
Rendah Cukup Tinggi o

Kualitas | Rondah | 52 (49,1%) | 4 (3,8%) | 0(0%) | 56 (52,8%)
Kinerja Cukup |17(16%) |27(25,5%)|0(0%) = |44 (41,5%)
Pendidikan [ Tinggi | 2 (1,9%) | 1(0,9%) |3 (2.8%) |6(5,7%)

[Total 71 (67,0%) | 32 (30,2%) | 3 (2,8%) | 100 (100%)

Tabel yang tersaji di atas memberikan gambaran bahwa
responsibilitas memiliki hubungan dengan kualitas kinerja pendidikan. Hal ini
dapat ditafsirkan dari sebaran frekuensi data penelitian. Sebaran frekuensi

responsibilitas yahg mcrﬁiliki kualitas rendah_s;ebesar 56 responden (sekolah)
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yang berada pada kategori kualitas kinerja pendidikan rendah sebesar 52
responden (sekolah) atau 49,1%, sedangkan responsibilitas rendah 56
responden yang memiliki kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak

ada sama sekali.

Apabila diperhatikan koefisen korelasi yang terdapat dalam tabel yang
disajikan di atas, maka dapat ditafsirkan koefisien korelasi sebesar 0,592 yang

bernilai positif ini memiliki pengertian bahwa variabel responsibilitas

~ memiliki kaitan yang positif dengan kinerja bidang pendidikan yang terdapat

pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini dapat

“dijelaskan bahwa semakin baik responsibilitas lembaga pendidikan terhadap
‘masyarakat, maka semakin baik pula kinerja bidang pendidikan yang tefdapat

" pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjamegara. Sebaliknya

: semakin kurang responsibilitaé' terhadap masyarakat, maka semakin jelek
o :i.puig_kinegja bidimg ﬁendidi_kan_yang teffiapat pada sekolaﬁ-éckolah yang ada

~di Kabupaten Banjarnegara

D. Diskusi

Kualitas kinerja pendidikan dasar menengah yang mencakup aspek

kualitas penyelenggaraan pendidikan, kualitas aktivitas guru délam melaksanakan

pembelajaran model PAKEM, dan kualitas aktivitas siswa dalam pembelajaran
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model PAKEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kinerja bidang
pendidikan dasar menengah pada sub variabel kulaitas penyelenggaraan
pendidikan di Kabupaten Banjarnegara apabila dikaji berdasarkan konsep
Manajemen Berbasis Sekolah sebagian besar masih berada pada tingkat rendah
sebesar 52,8%, dan sebesar 41,5% memiliki kualitas cukup.

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa kualitas penyelenggaraan pendidikan
yang mencakup perencanaan yang jelas, dan pelaksanaan yang efisien dan efektif,
serta mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
belum dapat dicapai oleh lembaga pendidikan gdasar dan menengah di Kabupaten
Banjarnegara.

Selain itu kualitas kinerja pendidikan dapat dikaji dari kulaitas aktivitas
gury dalam melaksanakan pembelajaran PAKEM, kualitas kegiatan guru dalam
I;ielaksanakén- PAKEM: yang ‘termasuk pada kategori rendah sebesar 50,9%,

sedangkan yang niemiliki kualitas cukup sebesar 39,6%, dan yang memiliki

‘kualitas dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan pembelajaran PAKEM
sebesar 9,5%. Hal ini dapat ditafsitkan bahwa sebagian besar guru belum dapat
mengembangkan proses pembelajaran yang sesuai dengan konsep pembelajaran

PAKEM, hanya sebagian kecil yang mampu menciptakan proses pembelajaran ‘_

yang sesuai dengan konsep PAKEM.

Proses peﬁlbclajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan (PAKEMj adalah

_proses pembelajaran yang menumbuhkan éikap aktif dengan menged_épankan
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aspek-aspek manusiawi yang dilandasi dengan sikap dan suasana yang
demokratis. Suasana ini dapat tercipta apabila guru mampu mewujudkan suasana
pembelajaran dengan yang menantang dengan menggunakan alat bantu yang
beragam. Selain itu guru harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan
sechingga anak berani menyampaikan gagasan-gagasan yang mereka inginkan,
tanpa dihinggapi rasa takut salah, dan takut tidak dihargai. Proses pembelajaran
ini akan membuat anak belajar dengan lepas dari tekanan lingkungan mereka.
vHal lain yang penting diketemukan dalam mengkaji kualitas kinega
pendidikan di Kabupaten Banjarnegara yaitu tentang kualitas aktivitas siswa
dalam pembelajaran Model PAKEM yang memiliki kualitas rendah sebesar
57,5%, 'sedarig'kan- vang  memiliki- kualitas cukup sebesar 37,7%, dan 3,8%
pelaksanaan pembela_]aran siswa berada pada kategori cukup. Hasil ini
menggambarkan bahwa sebaglan besar proses pembelajaran yang dilakukan oleh
siswa belum diciptakan suasana be:_l_ajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan.

Deskripsi tentang peniahaih‘_ian regulasi terhadap kebij akan-kebijakan yang

_berkaxtan dengan pelaksanaan Manajemen Berba515 Sekolah  bagi para

penyelenggara pendldlkan yang ada di Kabupaten Ban_} amegara yang masuk pada

kategori rendah sebesar- 57,5%, yang pemahamannya pada kategori cukup 38,7%,
dan yang memiliki kategori tinggi sebesar 3,8%. Hasil analisis m_enﬁnjukkan
bahwa sebag‘ién‘ besar para penyelenggara pendidikan belum memahami regulasi

kebijakan yang bérk@itan dengan otonomi di bidang pendidikan khususnya yang
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menyangkut pemahaman terhadap visi dan misi penyelenggaraan pendidikan,

pemahaman terhadap konsep MBS, serta pemahaman pada konsep PAKEM,
Organisasi manajemen pendidikan adalah variabel penelitian yang
mencakup kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kualitas sarana dan
prasarana pendidikan, tingkat dukungan dana, dan keterlibatan masyarakat. Hasil
penelitian menunjukkan yang berada padzi kategori rendah sebesar 56,6%, yang
memiliki kategori cukup sebesar 37,7%, sedangkan yang memiliki kategori cukup
sebesar 5,7%. Berdasarkan hasﬁ analisis ini dapat ditafsirkan bahwa organisasi
manajemen pendidikan sebagian besar sekolah yang ada di Kabupaten
Banjarnegara masih sangat memprihatinkan terutama yang berkaitan dengan
masalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun yang berkaitan

dengan keterlibatan masjrarakat, hanya sebagian kecil mem_iliki kategori baik.
| Apabila dicermati sga'tiap‘ sub variabel, maka dapat diﬁerhatikan hasil

analisis dijelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan

Kabupaten Banjamegar'a 'yang berada pada kategori rendah sebesar 21,7%, yang

'kuahtas cukup sebesar 73 6% sedangkan yang berkuahtas tinggi sebesar 4,7%.

Sedangkan kuahtas sarana prasarana d1 bldang pendldlkan Kabupaten
Banjarnegara yang berada pada kategori rendah sebesar 61,3%, yang memiliki

kualitas cukup sebesar 34,9%,’ dan yang memiliki kualitas tinggi sebesar 3,8%.

R
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Sub variabel pendanaan dan keterlibatan masyarakat di bidang pendidikan

Kabupaten Banjarnegara yang berada pada kategori rendah sebesar 49,1%, yang
berkualitas cukup sebesar 48,1%, sedangkan yang berkualitas tinggi 2,8%.
Responsibilitas dunia pendidikan terhadap masyarakat di Kabupaten
Banjarnegara scbagian besar berada pada kategori rendah yaitu sebesar 67%,
sedangkan yang memiliki responsibilitas pada kategori cukup sebesar 30,2%,
dan yang memiliki responsibilitas tinggi hanya 2,8%.

Hasil analisis dengan tabel silang memberikan gambaran bahwa
kecenderungan keterkaitan antara variabel pemahaman regulasi dengan Kinerja
dalam bidang pendidikan setelah berlakunya otonomi daerah menunjukan bahwa
pemahaman regulasi yang rendah éeﬁdnyak 57,5% tesponden yang memiliki

kinerja pendidikan rendah sebesar 36,8% dan yang memiliki kinerja dalam dunia

pendidikan yang tinggi hanya 1,9%. Sedangkan responden yang memiliki

pemahaman regulési yang tinggi sebesar 3,8% tidak ada yang memiliki kinerja

dalam dunia pendidikan dalam kategori rendah: Hal ini dapat dijelaskan bahwa

semakin tinggi pemahaman. reguIaSi dalam dunia pendidikan memiliki
kecenderungan kinéxja. dalam dﬁnia- péndidikan ya.ng‘ tinggi, sebaiihlya
pemahaman regulasi yang rendah memiliki kecenderuﬁgan kfnelja dalam dunia
pendidikail yang rendah. |

Variabel organisasi 'manajerﬁé_r{ pendidikan  apabila dikaji kaitannya

- dengan variabel kinerja dalam bidang pehdjdikan setelah berlakunya otonomi -
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daerah dengan memperhatikan hasil analisis tabel silang, maka dapat diartikan .
menunjukan kecenderungan sekolah yang memiliki organisasi manaj.ellnenl pada

kategori rendah sebanyak 56,6% hanya 0,9% yang memiliki kinerja dalam bidang - .

pendidikan yang tinggi, sebagian besar memiliki kinerja yang rendah yaitu
sebesar 34,9%. Sebalik sekolah yang memiliki organisasi manajemen yang berada
pada kategori tinggi sebesar 6,57% tidak ada yang memiliki kinerja rendah. Hasil
penelitian ini memberikan dukungan terhadap teori-teori yang telah dipercaya,
bahwa semakin baik organisasi dan manajemen dari suatu lembaga akan
memberikan sumbanganterhadap peningkatan kinerjanya.

Variabel responsibilitas apabila dikaji kaitannya dengan variabel kinerja
dalam bidang pendidikan setelah berlakunya otonomi daerah dengan
memperhatikan hasil analisis tabel silang sebaran frekuensinya menunjukkan
kecenderungan kualitas responsibilitas yang rendah sebanyak 67% sebagian besar
memiliki kinerja yang rendah sebesar 49,1% dan hanya 1,9% yang memiliki
kinerja tinggi. Sedangkan sekolah yang memiliki responsibilitas yang berada pada
kategori tinggi sebesar 2,8% semua memiliki kualitas kinelja dalam -bidang
pendidikan yang tinggi pula. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa
kualitas responsibilitas memiliki kecenderungan yang sejalan dengan kualirtas

kinerja sekolah.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kualitas kmerja pendidikan dasar menengah yang mencakup aspek
kualitas penyelenggaraan pendidikan, kualitas aktivitas guru dalam melaksanakan
pembelajaran model‘PAKEM, dan kualitas aktivitas siswa dalam pembelajaran
model PAKEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kinerja bidang
pendidikan dasar menengah pada sub variabel kulaitas penyelenggaraan
pendidikan di Kabupaten Banjarnegara apabila dikaji berdasarkan konsep
Manajemen Berbasis Sekolah sebagian besar masih berada pada tingkat rendah, .

Selain itu kualitas kinerja pendidikan dapat dikaji kualitas kegiatan guru
dalam melaksanakan PAKEM yang termasuk pada kateg‘qri rendahl‘sebesar
50,9%. Hal ini dapat ditafsirkan 5ahwa sebagian besar guru belum dépat
mengembangkan proses pembelajaran yang sesuai dengan konsep pcmﬁeléjaran
PAKEM, hanya sebagian kecil yang mampu menciptakan proses pembélajaran
yang sesual dengan lkonsep PAKEM. |

Hal lain yang penting diketemukan dalam mengkaji kualitas kinerja

pendidikan di Kabupaten Banjamegara yaitu tentang kualitas aktivitas siswa

dalam pembelajaran Model PAKEM yang memiliki kualitas rendah sebesar

57,5%.
Deskripsi tentang pemahéman regulasi terhadap kebijakan-kebijakan yang

berkaitan dengan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah bagi para
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penyelenggara pendidikan yang ada di Kabupaten Banjarmegara yang masuk pada
kategori rendah sebesar 57,5%. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar
para penyelenggara pendidikan belum memahami regulasi kebijakan yang

berkaitan dengan otonomi di bidang pendidikan khususnya yang menyangkut

pemahaman terhadap visi dan misi penyelenggaraan pendidikan, pemahaman’

terhadap konsep MBS, serta pemahaman pada konsep PAKEM.

Organisasi manajemen pendidikan adalah variabel penelitian yang
mencakup kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kualitas sarana dan
prasarana pendidikan, tingkat dukungan dana, dan keterlibatan masyarakat. Hasil
penelitian menunjukkan sebagian besar berada pada kategori rendah sebesar
56,6%. |

Apabila dicermati _set_iap sub variabel, maka dapat diperhatikan hasil
o 'inalisis dijelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan
Kabupaten Banjamegara yang berada pada kategori rendah sebe-sar 21,7%, yang
memiliki kuahtas cukup sebesar 73 6% Sedangkan kuahtas sarana prasarana di
bldang pendldlkan Kabupaten Banjarnegara sebag1an besar berada pada kategori
:rendah sebesar 61 3% "Sub vanabel pendanaan dan keterhbatan masyarakat di
bic_lapg pendidikan Kabupaten Banjarnegara sebagian besar berada pada kategori
rendah sebesar 49,1%.

Responsibilitas— dunia pendidikan terhadap masyarakat di Kabupaten

Banjarnegara sebagian besar berada pada kategori rendah yaitu sebesar 67%.
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Kecenderungan kaitan variabel pemahaman regulasi yang dimiliki oleh
para penyelenggara pendidikan dengan kinerja bidang pendidikan yang terdapat
pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarncgara sebagian besar berada
pada kategori rendah yang memiliki kinerja yang rendah. Semakin baik
pemahaman regulasi yang dimiliki oleh para penye;lenggara pendidikan, maka
semakin baik pula kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada sekolah-sekolah
yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Sebaliknya semakin kurang pemahaman
regulasi yang dimiliki oleh para penyelenggara pendidikan, maka semakin jelek
pula kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada sckolah-sekolah yang ada di
Kabupaten Banjarnegara.

Variabel organisasi manajeﬁlen pendidikan yang terdapat dalam lgmbaga
pendidikan memiliki kecen&efungan yang sejajar dan searah dengan kinerja
bidang pendidikan yaﬂg terd‘a.p-at pada sekolah-sekolah yang ada di KaB,upaten

Banjarnegara. Semakin baik organiasaisi manajemen pendidikan, maka semakin

baik pula kinerja bidang p‘endidikan yang terdapat pada sekolah-sekolah ya_ngada _

di Kabupaten Banjarnegara. Sebahknya semakin kurang orgamasalsl manajemen

pendldlkan maka semakin Jelek pula kmer_]a bidang pendldlkan yang- tcrdapat‘

pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjarnegara

Variabel responéibilitas yang terdapat dalam lembaga pendidikan sebagian

besar memiliki kualitas yang rendah dan memiliki kecenderungan ‘yang: :searah
A dengan kmega bidang pendidikan yang terdapat pada sekolah—sekolah yang ada di

Kabupaten Ban}arnegara. Semakin baik responsibilitas lembaga pendidikan
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terhadap masyarakat, maka semakin baik pula kinerja bidang pendidikan yang
terdapat pada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Banjamegara. Sebaliknya
semakin kurang responsibilitas terhadap masyarakat, maka semakin jelek pula
kinerja bidang pendidikan yang terdapat pada sekolah-sekolah yang ada di

Kabupaten Banjarnegara.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperéleh, maka dalam penelitian ini
disainpaikan sara-saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kﬁalitas kinerja pendidikan berada
pada kategori terutama yang berkaitan dengan aktivitas guru cialam
melaksanakan médél PAKEM Béré.&a- .p.‘;l-d.';'l katégori rendah yéng
disebabkan Ql_eh_ kendala kurikulum yang diberlakukan, maka perlu segera
diadakan perubahan kﬁﬁkulum &ang dai)#t menﬁnjang peni@katan kinetjra
pendidikan tefutama dalam penerapan Manaj;:-men Berbasis Sekolah.

2. Hasil penelitian ini j-u'ga:"rhcnemuka.ni ~ bahwa aktivitas siswa dalam
pelaksanaan moc}él, pembela_jaran PAKEM berada kategori rendah yang
menurut hasil penelitian lebih disebabkan oleh kebiasaan anak didik

" supaya menjadi penu'n;t, maka perlu kerjésama dan penyuluhan kepada
orangtua muﬁd mepgenaibroses péndidikan anak yang demokratis, agar

dapat menunj"ang pelaksanaan pembelajaran model PAKEM.
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. Hasil penelitian lain yang diperoleh dalam penelitian adalah tentang

‘pemahaman regulasi para penyelenggara pendidikan dan guru-gura

berada pada kafegori rendah, maka diperiukan adanya sosialisasi tentang
kebijakan-kebijakan baru tentang otonomi pendidikan dengan
menyelenggarakan pelatihan-pelatiban atau  penataran-pepataran  yang
berkaitan dengan Manajemen Berbasis Sekolah dan hal-hal lain yang

berkaitan dengan otonomi di bidang pendidikan.

. Organisasi manajemen pendidikan yang terdiri dari sumber daya manusia,

sarana dan prasarana, serta pendanaan dan keterlibatan masyarakat yang
masih berada pada kategori rendah, maka perlu adanya peningkatan sarana
dan prasarana, serta perlu ada p_enyuluhan pada masyarakat mengenai

peran masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan.




